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1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Rl Tahun 1945 Pasal 28 H, setiap orang berhak
hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat. Namun sebagaimana kita ketahui sampai saat ini masih jauh dari yang kita harapkan. Walaupun
rumah harus kita akui mempunyai peranan sangat penting sebagai tempat tinggal yang berfungsi
sebagai pusat pendidikan dan persemaian budaya dalam menyiapkan generasi mendatang menjadi

sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing.

Ketimpangan penyediaan perumahan di Indonesia terjadi baik dari sisi supply maupun demand.
Tingginya permintaan tidak berbanding lurus dengan ketersediaan rumah. Faktor penyebabnya juga
beragam. Mulai dari keterbatasan lahan, kebijakan yang masih kurang efektif, kemampuan pelaku usaha,
serta mahalnya pasokan bahan baku menjadi aspek yang menghambat penyediaan rumah. Dari sisi

permintaan, faktor pembiayaan yang terbatas menjadi kendala utama. Walaupun banyak bank di
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Pernyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka
Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

Indonesia menawarkan produk KPR, tetapi umumnya berbiaya tinggi karena tidak didukung oleh dana

jangka panjang.

Dana jangka panjang saat ini yang dapat didayagunakan untuk pembiayaan perumahan adalah Dana
Haji, Dana Pensiun, Dana Asuransi, Dana BPJS, Dana Bapertarum-PNS dan Dana TWP TNI/POLRI. Program
dana jangka panjang juga termasuk didalam program quick wins, panjang BPIS, Tabungan Haji, Dana

Pensiun, untuk pembangunan perumahan dan permukiman.

Keberhasilan Pengelolaan Dana Jangka panjang akan menentukan terwujudnya pemenuhan kebutuhan
perumahan yang layak huni bagi masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Kebutuhan tersebut di akomodir melalui dana yang tersimpan di beberapa lembaga pengelola dana
antara lain BPJS, Tabungan Haji, Dana Pensiun, Bapertarum-PNS dan TNI/POLRI melalui telaghan dan
kajian besaran portofolio untuk digunakan dalam pembangunan perumahan. Dalam rangka hal tersebut
maka dibutuhkan suatu Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk Pembiayaan

Perumahan

Dasar Hukum, Tugas dan Fungsi Kegiatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman Pasal 118 Ayat (1) Pendanaan dan sistem pembiayaan dimaksudkan untuk memastikan
ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan
rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan. Pasal 123 Ayat@]
Pengerahan dan pemupukan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf b meliputi: a.
dana masyarakat; b. dana tabungan perumahan termasuk hasil investasi atas kelebihan likuiditas;
dan/atau c. dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Pemerintah
dan pemerintah daerah bertanggung jawab mendorong pemberdayaan bank dalam pengerahan dan
pemupukan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bagi penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman secara berkelanjutan. Ayat (3) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong

pemberdayaan lembaga keuangan bukan bank dalampengerahan dan pemupukan dana tabungan
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perumahan dan dana lainnya khusus untuk perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan

huruf ¢ bagi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengerahan dan pemupukan dana sebagaimana
dimaksud pada ayat(2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 124 Ketentuan mengenai
tabungan perumahan diatur tersendiri dengan Undang-Undang. Pasal 143 Setiap orang dilarang
menginvestasikan dana dari pemupukan dana tabungan perumahan selain untukpembiayaan kegiatan

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk keberhasilan pengelolaan Dana Jangka
Panjang yang menentukan terwujudnya pemenuhan kebutuhan perumahan yang
layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyusunan
materi teknis pendayagunaan sumber dana jangka panjang untuk pembiayaan

perumahan.
b. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun materi teknis pendayagunaan sumber dana
panjang melalui dana yang tersimpan di beberapa lembaga pengelola dana antara
lain Dana Haji, Dana Pensiun, Dana Asuransi, Dana BPIS, Dana Bapertarum-PNS dan

Dana TWP TNI/POLRI.
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1.3. SASARAN

Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni dan/atau memiliki
rumah layak huni yang mendapat bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan

perumahan.

1.4. LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup Pekerjaan Ruang Lingkup kegiatan ini adalah sebagai berikut :

*  Melakukan diskusi dan wawancara serta survei untuk bahan penyusunan dokumen
teknis pada substansi yang terkait.

*  Penyusunan Draft Materi teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang
untuk Pembiayaan Perumahan .

¢  Melaksanakan FGD dengan jumlah peserta minimal 27 orang di Propinsi DKI Jakarta,
untuk menyusun mekanisme pengelolaan Dana Jangka Panjang yang perlu
disinkronisasikan dari stakeholders dan para pakar.

¢ Mensimulasikan pengelolaan Dana Jangka Panjang, serta mengkaji hambatan
lainnya terkait Dana Jangka Panjang.

* Finalisasi Materi teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang untuk
Pembiayaan Perumahan

¢  Menyusun laporan kegiatan.

1.5. HASIL (OUTCOME)

Meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui

bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan
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2.1. KONSEP SUMBER DANA JANGKA PANJANG

Penyediaan perumahan di Indonesia memiliki persoalan yang cukup pelik,berbagai
kebijakan dikeluarkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan pembangunan

perumahan.

Selama ini pengelolaan perumahan rakyat terkendala struktur kelembagaan dan
finansial yang terbatas. Namun untuk masalah finansial relatif terselesaikan dengan
adanya alokasi anggaran dalam APBN. Sedangkan struktur kelembagaan memang
selama ini bidang perumahan rakyat dikelola oleh Kementerian yaitu hanya bersifat

kordinatif langsung dibawah Presiden.

Pemerintah perlu didorong untuk mengeluarkan kebijakan yang mendukung

wewenang Kemenpera, dalam hal ini pemerintah pusat harus dapat memberi
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dukungan kepada penyediaan sarana perumahan (papan), yang merupakan satu

kebutuhan dasar utama selain pangan dan sandang.

Hal yang menarik dari perubahan UUD 1945 adalah perubahan Pasal 34 Ayat (2),
yang menyatakan "Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh
rakyat.....", Ini merupakan kemauan politik untuk melaksanakan sistem jaminan
sosial dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan pilihan itu berarti
Indonesia telah memilih jalan sebagaimana ditempuh negara-negara lain, sehingga
Indonesia harus mengikuti prinsip-prinsip yang bersifat universal dalam memenuhi

kebutuhan kesejahteraan rakyatnya

Dalam konsep manajemen keuangan sumber dana atau pendanaan jangka panjang
merupakan salah satu jenis pendanaan yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan
dalam jangka waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan alternatif jenis
pendanaan lainnya dalam memenuhi kebutuhan pembelanjaan perusahaan. lenis
pendanaan jangka panjang yang umum kita kenal antara lain : Kredit Investasi,

Hipotek (Mortgage), Obligasi, Saham.

Kredit investasi adalah merupakan alternatif pendanaan jangka panjang yang
umumnya disediakan oleh kalangan perbankan selain kredit modal kerja
(pendanaan jangka pendek) yang selama ini kita kenal. Obligasi merupakan surat
tanda hutang, dan umumnya tidak dijamin dengan aktiva tertentu. Oleh karenanya
kalau perusahaan bangkrut, pemegang obligasi akan diperlakukan sebagai kreditur
umum. Saham menunjukkan bukti kepemilikan, sedangkan obligasi merupakan
surat tanda hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan. Para
pemegang saham mempunyai hak untuk memilih direksi perusahaan yang
umumnya berlaku adalah “one share one vote “ artinya satu saham memiliki satu

suara.

Sedangkan Hipotek (mortgage) adalah merupakan alternatif pendanaan jangka
panjang dalam bentuk hutang yang biasanya harus disertai dengan agunan berupa

aktiva tidak bergerak “tanah, bangunan ". Dalam hal terjadinya likuidasi perusahaan
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yang mempunyai hutang, maka kewajiban kreditur harus dipenuhi terlebih dahulu

dari hasil penjualan aktiva yang dijadikan sebagai agunan tersebut.

@embiayaan sekunder perumahan atau yang juga dikenal dengan istilah Secondary
Mortgage Facility (SMF) adalah suatu perusahaan yang dibentuk untuk membeli
suatu kredit pemilikan rumah (KPR) dari bank kreditur yang kemudian tagihan ini
dikemas dalam suatu efek hutang yang kemudian dijual kepada investor seperti

misalnya perusahaan asuransi, dana pensiun atapun investor perorangan.

Pembiayaan sekunder perumahan ini dilakukan dengan menggunakan suatu
perusahaan khusus yaitu suatu perseroan terbatas yang ditunjuk oleh lembaga
keuangan yang melaksanakan kegiatan pembiayaan sekunder perumahan yang
khusus didirikan untuk membeli aset keuangan dan sekaligus menerbitkan Efek

Beragun Aset (EBA).

SMF ini dikenal dan digunakan di beberapa negara Asia dan saat ini dikawasan Asia
telah terdapat 3 buah perusahaan SMF yaitu Cagamas Berhad (Malaysia), Korea
Mortgage Corporation (Korea) dan Hong Kong Mortgage Corporation (Hongkong.
Dimana ketiga perusahaan tersebut telah berhasil memberikan kontribusi dalam
peningkatan daya beli perumahan dengan menciptakan pasar sekunder
pembiayaan perumahan yang dapat memperpanjang jangka waktu kredit serta

ketersediaan dana kredit.

Di Asia, Asian Development Bank telah melakukan studi guna menciptakan pasar
Mortgage-backed security ini yaitu di China, India, Indonesia, Korea, Malaysia,

Pakistan, Filipina dan Thailand

Penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) ini seringkali menjadi kendala bagi
perbankan dimana KPR adalah suatu bentuk kredit jangka panjang yang masa jatuh
tempo pembayarannya antara 10 tahun hingga 30 tahun sedangkan dilain sisi
sumber dana yang digunakan oleh bank dalam pembiayaan KPR adalah dana jangka
pendek seperti tabungan, deposito, dan giro. Akibat ketidak seimbangan struktur ini

maka bank enggan membiayai KPR. SMF dapat menjadi salah satu alternatif
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pembiayaan yaitu dengan tersedianya pasar pendanaan KPR sekunder berupa
Secondary Mortgage Facility (SMF). Di beberapa negara, SMF ini telah menjadi
sumber dana jangka menengah dan panjang secara konsisten. Salah satu sumber
pembiayaan jangka panjang untuk perumahan adalah menggunakan dana adalah

dana yang dihimpun oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/ BPJS.

Pembangunan sosial ekonomi sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan
pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, diantaranya telah
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati
secara berkelanjutan, adil, dan merata menjangkau seluruh rakyat.Sistem Jaminan

Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada prinsip :
a. kegotong-royongan;
b. nirlaba;
c. keterbukaan;
d. kehati-hatian;
e. akuntabilitas;
f. portabilitas;
g. kepesertaan bersifat wajib;

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang
bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharakan dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidup yang layak apabila tejadi hal-hal yang dapat mengakibatkan
hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami

kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

A. Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS

TENAGA KERJA)
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B. Perusahaan Perseroan (Persero) Dana tabungan dan Asuransi Pegawai

Negeri (TASPEN);

C. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia (ASABRI); dan

D. Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia

(ASKES),yang sekarang menjadi BPJS Kesehatan
Jenis program jaminan sosial meliputi :
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan hari tua;
d. jaminan pensiun; dan
e. jaminan kematian.

Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), telah dikembangkan program Dana Tabungan dan
Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahunl981 dan program Asuransi Kesehatan (ASKES) vyang
diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 yang
bersifat wajib bagi PNS/Penerima Pensiun/Perintis Kemerdekaan/Veteran dana

anggota keluarganya.

Berbagai program tersebut diatas baru mencakup sebagian kecil masyarakat.
Sebagian besar rakyat belum memperoleh perlindungan yang memadai. Disamping
itu, pelaksanaan berbagai program jaminan sosial tersebut mampu memberikan
perlindungan yang adil dan memadai kepada para peserta sesuai dengan manfaat

program yang menjadi hak peserta.
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2.2. PEMBIAYAAN PERUMAHAN
1) Regulasi kebijakan pembiayaan perumahan
Regulasi kebijakan pembaiyaan perumahan antara lain :

* Undang Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman.

(Pasal 3 Jo 33 & Penjelasannya))

¢ Undag Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun (Pasal 12 dan
13).

e Peraturan pemerintah No. 31 Tahun 2007 tentang Perubahan keempat atas
PP NO. 12 TAHUN 2004 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena

Pajak tertentu Yang Bersifat Strategis Di bebaskan dari pengenaan PPN

* Perpres Nomor 19 tahun 2005 tentang Pembiayan Sekunder Perumahan

(Secondary Morgate Facility/SMF).

e Kepres Nomor 14 tahun 1993 tentang Tabungan perumahan PNS

sebagaimana telah diubah dengan Kepres No. 46 tahun 1994 .

* Permenpera Nomor 05/ Permen/M/2006 tentang dukungan asuransi

KPR/KPRS untuk pembangunan Rumah Sederhana Sehat.

¢ Kepmenkeu Nomor 132/KMK.914/1998 tentang perusahaan fasilitas

pembiayan perumahan

¢ Permenpera Nomor 16 tahun 2008 tentang standar dan procedure

pelaksanaan subsidi perumahan melalui KPR sarusuna bersubsidi.

* Permenpera Nomor 18 tahun 2008 tentang tata cara pelaksanaan subsidi

perumahan melalui KPR bersubsidi.

* Permenpera Nomor 20 tahun 2008 tentang tata cara pelaksanaan subsidi

perumahan melalui KPR/KPRS mikro bersubsidi.
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Permenpera Nomor 28 tahun 2008 tentang perubahan permenpera no. 4
tahun 2007 tentang pengadan perumahan dan pemukiman dengan

dukungan fasilitas subsidi KPR syariah bersubsidi.

Permenpra Nomor3 Tahun 2007 tentang KPR bersubsidi.

Permenpera Nomor 4 tahun 2007 tentang KPR syariah

Permenpera Nomor 5 tahun 2007 tentang KPR /KPRS mikro bersubsidi.

Permenpera Nomor 6 Tahun 2007 tentang KPR/KPRS mikro syariah

bersubsidi.

Regulasi Pembiayaan Perumahan yang Terkait dengan SJSN

Regulasi pembiayaan perumahan vyang terkait dengan SJSN antara lain :

-

UUD 1945 (Pasal 28 H ayat 1.
UU Nomor 39 tahun 1999 tentang hak azasi manusia (Pasal 40)
UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional

UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS)

PP Nomor 44 tahun 2008 tentang sususnan organisasi dan tata kerja tata
cara pengangkatan persyaratan dan pemberhentian anggota Dewan Jamina

Sosial Nasional.

Kepres Nomor 110 tahun 2008 tentang pembentukan dewan Jaminan

Sosial Nasional.

Permenkokesra Nomor 36/Permenko/Kesra/X/2008 tentang organisasi dan

tata kerja secretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional.
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2.2.1. KONSEP PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 menyatakan bahwa Pembiayaan
adalah setiap penerimaan vyang perlu dibayar kembali dan/ atau setiap
pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana

masyarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya.

Pemerintah atau pemerintah daerah dapat menugasi atau membentuk badan
hukum pembiayaan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Badan hukum
pembiayaan bertugas menjamin ketersediaan dana murah jangka panjang untuk
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Dalam hal pembangunan
dan pemilikan rumah umum dan swadaya, badan hukum pembiayaan wajib

menjamin:
a. Ketersediaan dana murah jangka panjang;
b. Kemudahan dalam mendapatkan akses kredit atau pembiayaan; dan
c. Keterjangkauan dalam membangun, memperbaiki, atau memiliki rumah.

Penugasan dan pembentukan badan hukum pembiayaan di bidang perumahan dan
kawasan permukiman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Qalah satu konsep pembiayaan perumahan yang telah dilakukan oleh Kementrian
Perumahan Rakyat (Kemenpera) adalah melalui program Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang memberikan kesempatan bagi MBR untuk
memperoleh rumah dengan cicilan bunga rendah. Namun, berdasarkan hasil
evaluasi kinerja kemenpera akhir tahun, Desember 2011, disebutkan bahwa
program subsidi rumah melalui program FLPP masih tidak berjalan sukses karena
banyak nasabah yang masih belum mampu membayar uang muka (DP) yang masih
tinggi dan tidak signifikan dengan kenaikan penghasilan MBR. Selain itu, program

tersebut juga belum menjawab untuk persoalan bagi penduduk yang tidak memiliki
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penghasilan tetap per bulan. Walaupun program tersebut diperkirakan telah

mampu menghemat dana APBN sebesar Rp 21 triliun hingga 2014.

Sudah saatnya pemerintah dan stakeholder yang terkait dengan penyediaan
perumahan menerapkan strategi pembiayaan yang pro rakyat seluruh lapisan.
Konsep pembiayaan pembangunan perumahan di negara tetangga yang dinilai
berhasil adalah Singapura dengan membentuk Housing Development Board (HDB)
yang memiliki akses penguasaan tanah murah serta mengontrol 65 persen supply
rumah pangsa pasar menengah ke bawah. Selain itu, program Central Providence
Fund (CPF) yang berhasil menghimpun dana lewat pemotongan gaji demi
penyediaan perumahan dan terdapat penghimpunan dana bersama bagi pengusaha
dan pengembang yang dapat diterapkan untuk Indonesia demi kepentingan rakyat
bersama. Fenomena yang juga sering dijumpai di kota — kota besar Indonesia yaitu
lahan tidur, dengan power pemerintah mungkin dapat memberi ketegasan bagi

pengembang dalam mendukung prioritas persediaan lahan perumahan rakyat.

2.3. LEMBAGA PEMBIAYAAN
2.3.1. PEMBIAYAAN PERUMAHAN DI INDONESIA

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan semakin pentingnya
kebutuhan rumah dalam rangka pemenuhan sarana kehidupan bagi masyarakat di
suatu daerah. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman disebutkan bahwa rumah merupakan hunian dan sarana pembinaan
keluarga. Untuk mendukung fungsi tersebut, diperlukan prasarana dan sarana
lingkungan di sekitar rumah, sehingga kehidupan layak bagi penghuni di dalamnya

dapat tercapai.

Meskipun berbagai arahan mengenai pembangunan perumahan serta sarana dan
prasarana telah ditetapkan, namun persediaan perumahan bagi rakyat belum
seluruhnya terpenuhi, sekitar 5,9 juta atau 10,7 persen dari 55 juta keluarga di

Indonesia belum memiliki rumah. Sementara itu, setiap tahun terjadi penambahan
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kebutuhan rumah dari keluarga baru sekitar 820 ribu unit rumah. Angka-angka
tersebut belum termasuk 3,1 juta keluarga atau 12,5 juta jiwa yang tinggal di rumah
tidak layak huni. Kondisi inilah yang belum dapat ditanggulangi cleh Pemerintah
Daerah dalam memenuhi kekurangan penyediaan perumahan pada tahun-tahun

lalu dan tambahan permintaan setiap tahunnya.

%i negara-negara maju, hal utama yang menentukan apakah suatu keluarga dapat
memiliki rumah atau tidak umumnya adalah kemampuan meminjam dana untuk
membiayai investasi perumahan. Pembiayaan formal untuk perumahan yaitu kredit
pemilikan rumah (KPR atau biasa juga disebut mortgage loans) yang disediakan
melalui institusi formal, memainkan peranan yang sangat penting dalam
merealisasikan potensi kebutuhan rumah. Para pemberi pinjaman umumnya
bersaing untuk menawarkan produk pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan dan
preferensi klien. Sementara itu, di negara-negara berkembang dimana pembiayaan
formal tidak selalu memainkan peranan penting, seringkali bukan menjadi
perangkat utama untuk merealisasikan kebutuhan akan rumah. Pada umumnya
orang membangun rumah secara bertahap dengan menggunakan tabungan atau
pinjaman jangka pendek untuk mendapatkan unit rumah dengan kualitas minimum
yang dapat diterima. Tanpa akses ke pembiayaan formal, rumah tangga yang ingin
membeli rumah dengan kualitas yang baik dengan status tanah bersertifikat, harus
menunggu sampai tabungan mereka mencukupi atau seringkali mereka meminjam

dari sanak saudara, teman atau pengembang (pembayaran dengan cicilan).

Keadaan ini kemudian menggagas mengenai pemberian bantuan dan kemudahan
oleh pemerintah/pemerintah daerah kepada masyarakat dalam membangun atau
memiliki rumah sendiri. Bantuan dengan dana ini memunculkan konsep
pembiayaan perumahan yang kemudian dikembangkan oleh pemerintah, bank,
atau swasta. Kajian mengenai preferensi masyarakat terhadap produk pinjaman
untuk membeli rumah menjadi informasi yang penting untuk didapatkan, karena
dengan informasi ini para penyedia pinjaman atau bantuan biaya untuk membeli

rumah dapat mendesain bentuk pinjaman pemilikan rumah yang paling tepat dan
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yang paling memenuhi ekspektasi serta preferensi calon pembeli rumah. Hal ini
dapat menarik minat masyarakat untuk mendapatkan rumah layak huni dengan

harga terjangkau.

Sejalan dengan berkembangnya pasar perumahan, dilakukan upaya-upaya oleh
pihak terkait dalam mengatasi kendala masyarakat untuk mendapatkan hunian.
Salah satu upaya tersebut adalah dalam bidang pengembangan sistem pembiayaan
perumahan. Pola pembiayaan ini dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan
kemampuan masyarakat untuk dapat membiayai huniannya sesuai dengan
kemampuan keuangannya@eberapa model pembiayaan yang telah berkembang di

Indonesia (Novi,Wahyudin,2008) adalah sebagai berikut:

a. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen -
sederhana (KPA). Di Indonesia, kredit properti yang ditujukan bagi
Masyarakat Berpenghasilan Menengah dan Rendah sering disebut sebagai
Kredit ke Pemilikkan Rumah (KPR) dan KPA (kredit kePemilikan Apartemen
(sederhana) - yang relatif baru dirintis beberapa tahun terakhir. Adanya
kredit ini merupakan bagian dari usaha perbankan dan juga program
Pemerintah untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan
Menengah dalam memperoleh rumah/rumah bersusun (rusun). Agar harga
rumah/rusun dan suku bunga pinjaman cukup rendah, maka Pemerintah
memberikan subsidi kepada masyarakat tertentu yang disalurkan melalui
Bank Pemberi Pinjaman dalam bentuk bunga yang rendah atau uang muka
yang rendah), dan juga memberi sejumlah fasilitas kepada
Kontraktor/Perusahaan Pengembang kawasan perumahan untuk menekan
biaya perolehan tanah dan biaya pembangunannya. Tingkat suku bunga
yang diterapkan pada kondisi saat ini sangat bervariasi yaitu ada yang fixed
untuk waktu tertentu dan ada yang floating atau kombinasi dari keduanya.
KPR di Indonesia nampaknya merupakan salah satu skema pembiayaan
yang paling feasible serta applicable saat ini untuk golongan masyarakat

berpenghasilan tertentu. Namun, skema ini belum tentu feasible untuk
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mereka yang berpenghasilan rendah atau yang berpenghasilan tidak tetap.
Hasil perhitungan/simulasi vyang dilakukan pada beberapa kajian
menunjukkan bahwa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah cukup sulit
untuk dapat memenuhi skema KPR ini apabila subsidi bunga dicabut atau
jika harga rumah tidak diturunkan. Pembiayaan secara kredit kepemilikkan
rumah/apartemen ini mengambil porsi 10-20% dari sistem pembiayaan

perumahan di Indonesia.

Kredit Mikro Perumahan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan
lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada
pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang
tidak terlayani oleh Lembaga Keuangan Formal/Perbankan dan telah
berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. Di Indonesia Lembaga Keuangan
Mikro telah ada dan tumbuh sejak 100 tahun yang lalu dan saat ini menjadi
terbesar di dunia dalam jenis dan jumlahnya. Salah satu alasan utama
Lembaga Keuangan Mikro dapat diterima dengan baik adalah karena
kelebihannya dalam proses yaitu, untuk mendapatkan kredit jauh lebih
sederhana dan tidak berbelit-belit jika dibandingkan dengan sistem
perbankan. Selain itu ditunjang pula dengan lokasi usaha yang dekat dengan
“konsumen”nya yakni sektor usaha kecil, mikro dan informal. Sistem dan
jasa keuangan yang ditawarkan lebih “sesuai” dengan tatanan dan karakter
sosial masyarakat menjadi salah satu alasan lainnya. Dengan kondisi
demikian, maka masalah jaminan dalam sistem kredit mikro dapat
didefinisikan lebih “luwes” dibandingkan dengan sistem perbankan. Faktor-
faktor tersebut menjadi pertimbangan utama bagi nasabah Lembaga
Keuangan Mikro. Tingkat suku bunga di lembaga ini memang relatif rendah
jika dibandingkan dengan bank pada umumnya. Lembaga Keuangan Mikro
sendiri, pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) kelompok besar, yaitu Lembaga
Keuangan yang berbentuk Bank, Koperasi dan Lainnya. Lembaga keuangan

mikro inilah yang sekarang telah mulai memberikan kredit mikro untuk
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pembangunan perumahan secara bertahap (housing micro finance).
Penggunaan kredit mikro dari LKM ini umumnya untuk peningkatan kualitas

hunian dengan masa pinjaman dibawah 5 tahun.

Pembiayaan Swadaya . Pembiayaan rumah swadaya adalah rumah yang
dibangun oleh pemiliknya sendiri dan bukan oleh pengembang dengan cara
pembangunan bertahap melalui swadana atau pinjaman (Bank/LKM)
(Kedeputian Perumahan Swadaya, 18 Nop 2005). Pembangunan perumahan
melalui pembiayaan sendiri/swadaya ini masih merupakan mayoritas di
Indonesia karena mencakup hampir 80% dari program pembiayaan
pembangunan perumahan di Indonesia. Peran Pemerintah Daerah dalam
Pengembangan Pembiayaan Perumahan Pada dasarnya, penyediaan rumah
layak huni bagi masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah,
merupakan kewajiban pemerintah. Namun, adanya keterbatasan dana yang
dimiliki pemerintah, mengharuskan pemerintah ‘menggandeng’ pihak
swasta untuk berpartisipasi aktif dalam menyediakan rumah (sederhana)
layak huni, aman dan nyaman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Akan
tetapi, pihak swasta tetap perlu mencari keuntungan dalam usahanya,
sehingga sekecil apapun biaya produksi dalam membangun rumah, akan
dibebankan kepada konsumen (end user). Sebagai fasilitator dan regulator
dalam penyediaan rumah layak huni khususnya di wilayah perkotaan,
pemerintah harus dapat mengambil sikap bijak untuk tetap mengutamakan
keterjangkauan harga rumah sederhana layak huni, aman, dan nyaman bagi
masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, namun dengan
tetap memberikan ‘ruang’ keuntungan yang wajar bagi swasta sehingga
mereka (swasta) tertarik untuk melakukan investasi di dalam penyediaan
rumah sederhana layak huni tersebut. Setiap daerah mempunyai karakter,
tantangan dan kemampuan yang berbeda-beda. Fungsi dan peranan
pengaturan serta pengendalian pada umumnya dilakukan oleh

pemerintahan yang paling dekat dan memahami kondisi masyarakat
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setempat, yaitu pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 (PP 38/2007) tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dimana urusan perumahan merupakan
urusan wajib daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah bertanggung
jawab dan mempunyai wewenang untuk meningkatkan kualitas
permukiman warganya dan mengintegrasikan pembangunan permukiman
dengan perkembangan sifat kekotaan secara keseluruhan. Untuk itu
pemerintah daerah harus memberikan pelayanan berupa fasilitas dan
prasarana kota, serta berbagai regulasi untuk menjaga keadilan serta
keseimbangan pelayanan dan fasilitas tersebut. Hal ini ditujukan pula untuk
mendorong partisipasi warga dalam memelihara dan mengembangkan

permukiman yang mereka huni.

Mayoritas rumah baru di perkotaan di Indonesia dibangun oleh kontraktor atau
dibiayai oleh pemilik rumah dari tabungan mereka. Hanya sekitar 40 persen yang
menerima subsidi . Banyak pemilik rumah menggunakan pinjaman jangka pendek
untuk membiayai pembangunan rumah mereka dari lembaga pemberi pinjaman

mikro.

Pembangunan rumah harus terus dilakukan berkaitan dengan kebutuhan nasional
untuk perumahan baru. Adanya keterbatasan dalam pembangunan perumahan
sementara kebutuhan meningkat,seringkali menyebabkan kualitas pelayanan dan

infrastruktur menurun.

Cara memperluas akses ke pembiayaan perumahan untuk rumah tangga dari
distribusi pendapatan: 1) Dengan efisiensi upaya untuk memperbaiki dan dengan
memberikan subsidi progresif untuk rumah tangga di dengan subsidi, mengakses
pinjaman hipotek untuk membangun rumah baru atau merenovasi yang sudah ada.
2) Memformalkan dan memperkuat pembiayaan mikro untuk perumahan untuk

membantu rumahtangga yang memiliki untuk membangun rumah mereka sendiri.
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Permasalahan yang timbul dalam pembiayaan perumahan
1) Ada kesenjangan serius dalam mengakses pembiayaan perumahan :

1) Kurangnya akses ke hipotek untuk rumah tangga layak kredit yang belum

melayani.

Hanya 30 persen penerima tidak memiliki kesulitan mengakses pinjaman
hipotek. Sektor ini ditujukan untuk memberikan berpenghasilan rendah yang
memiliki masalah dalam memasuki pasar hipotek karena biaya transaksi

yang tinggi dan risiko kredit kepada kreditur.

Kurangnya pembiayaan untuk perumahan yang terjangkau di pasar

menghambat mobilitas ke atas di pasar perumahan formal.
Untuk mengatasi hal ini diharapkan

* Kementerian Perumahan dan Pekerjaan Umum dan Departemen
keuangan mengeksplorasi cara untuk menyediakan tabungan dengan
subsidi khususnya bagi peminjam yang tidak memiliki penghasilan

tetap.

* Memperbesar subsidi dimuka dengan tingkat yang mendekati margin
bank(untuk rumah Rp75 juta dan di bawah); jika asuransi hipotek dapat
dikembangkan maka dapat memperkuat keperacayaan untuk

memudahkan akses peminjam.

¢ Memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang berpenghasilan

rendah untuk mendukung program pembiayaan perumahan.
* Melanjutkan program subsidi perumahan yang telah diberlakukan saat
ini.
2) Kurangnya pembiayaan sekunder jangka pendek, khusus pembiayaan
perumahan untuk rumah tangga yang tidak memenuhi syarat untuk atau

yang tidak menginginkan hipotek., sekitar 40 persen, atau lebih dari 300.000

dari total rumah tangga baru yang dibangun setiap tahun, tidak dapat
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memenuhi syarat untuk pinjaman karena pendapatan rendah . Beberapa
bank dan perusahaan pembiayaan dan lembaga mikro-kredit bisa
menargetkan pasar ini. melalui penyediaan jaminan untuk sebagian dari
pinjaman. Tapi masih sulit untuk lembaga asuransi untuk menjamin riiko

yang mungkin timbul.
Untuk mengatasi hal ini diharapkan dapat

e Memberikan pelatihan tentang pembiayaan mikro perumahan dan
memberikan dukungan teknis kepada koperasi dan lembaga
pembiayaan lainnya yang secara teknis masih belum terlalu kuat.

lemabh.

*  Memberikan dukungan likuiditas untuk penyedia keuangan mikro fungsi

yang dapat dilakukan oleh

*  Mencari alternatif subsidi- subsidi unrtuk jaminan risiko dan asuransi

kredit

2) Ada kelemahan yang mendasar dalam sistem hipotek yang perlu ditangani

sebelum memperluas ke pasar:

1) Risiko kredit masih relative tinggi sebagian disebabkan oleh kurangnya
informasi  kredit dan mekanisme manajemen risiko kredit.sehingga

diharapkan

* Bl memfasilitasi pembentukan itu lembaga pemberian pinjaman yang

berpihak kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah
« Menggalakkan adanya asuransi hipotek publik / swasta.

e Bl mengatur perlindungan konsumen dan meningkatkan pendidikan

konsumen.

2) Informasi Pasar perumahan yang tidak tersosialisasi dengan baik sehingga

menciptakan inefisiensi. Sehingga diharapkan
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Kementerian Perumahan dan / atau SMF mendirikan data base yang
terintegrasi perumahan yang mencakup harga dan penilaian informasi,
informasi tentang izin bangunan yang dikeluarkan dan transaksi untuk
berbagai jenis rumah, mengkonsolidasikan informasi tentang pembiayaan

perumahan, dll
3) Suksesnya Sekunder Mortgage

Pasar sekunder yang diterima masyarakat memberikan harapan bahwa

pasar sekunder potensial unyuk dikembangkan.

2.3.2. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN
PERUMAHAN.

Pada dasarnya, penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terutama masyarakat
berpenghasilan rendah, merupakan kewajiban pemerintah. Namun, adanya
keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah, mengharuskan pemerintah menggan-
deng’ pihak swasta untuk berpartisipasi aktif dalam menyediakan rumah (sederha-
na) layak huni, aman dan nyaman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Akan te-
tapi, pihak swasta tetap perlu mencari keuntungan dalam usahanya, sehingga seke-
cil apapun biaya produksi dalam membangun rumah, akan dibebankan kepada kon-

sumen (end user).
1) BPIS Tenaga Kerja, Salah Satu Program Kepemilikan Rumah

Salah satu bentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SISN) yang ada untuk para
tenaga kerja yakni BPJS Tenaga Kerja. BPJS Tenaga Kerja dinilai memberikan
manfaat yang cukup besar di masa mendatang melalui program kepemilikan
rumah. Diharapkan sistem jaminan sosial yang baik dan kuat dapat menjamin
kebutuhan dasar tersebut.”. Program BPJS Tenaga Ker]a@aat ini jumlahnya
masih relatif kecil, dan masa kepesertaan masih relatif pendek. Mayoritas masa
kepesertaan BPJS Tenaga Kerja adalah kurang dari lima tahun dengan

prosentase 53 persen atau sekitar 8,7 juta jiwa.
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Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) merupakan program BPJS Tenaga
Kerja untuk pemenuhan kebutuhan perumahan. Kriteria peserta BPJS Tenaga
Kerja untuk mendapatkan PUMP adalah peserta belum memiliki rumah sendiri,
telah terdaftar menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja minimal 1 tahun atau
direkomendasikan oleh Manajemen Perusahaan, memiliki Kartu Peserta BPJS
Tenaga Kerja (KPJ), dan mendapatkan rekomendasi dari perusahaan untuk
pengajuan PUMP. Untuk tipe rumah harus sepakat dengan pengembang
termasuk lokasi, harga, besarnya uang muka KPR. jangka waktu maupun suku
bunga KPR nya rumah. Rumah yang akan dikreditkan harus dinyatakan lulus
oleh Bank pemberi KPR melalui bukti Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan
Kredit (SP3K).Dana PUMP diambil dari Dana Peningkatan Kesejahteraan Pekerja
(DPKP) sebagai penyisihan keuntungan perusahaan (PT BPJS Tenaga Kerja).
Selain itu dana dapat juga diambil dari pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT)

peserta untuk membayar uang muka KPR bersubsidi RSh. (Indopos,2010).

2) qPiutang dalam Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perumahan

Sekarang ini dikenal sistem pembiayaan sekunder perumahan (“Secondary
Mortgage Facility”) yang bertujuan untuk mengatasi keterbatasan dana dalam
rangka kredit kepemilikan rumah bagi masyarakat, yang disalurkan melalui Bank
pemberi KPR. Dengan adanya fasilitas pembiayaan ini, bank memiliki
diversifikasi sumber dana, dimana dana yang digunakan untuk pemberian
kredit, tidak semata — mata diperoleh melalui penghimpunan dana secara
konvensional seperti tabungan, giro, atau deposito, melainkan dapat diperoleh
dari perusahaan asuransi, dana pensiun ataupun investor perorangan yang tidak

perlu menjadi nasabah bank tersebut.

Pengaturan mengenai sistem pembiayaan sekunder perumahan diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pembiayaan Sekunder
Perumahan dan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 132/KMK.014

Tahun 1998 (“Keputusan Menteri”). Pengertian fasilitas pembiayaan sekunder
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perumahan menurut Keputusan Menteri adalah pinjaman jangka menengah
atau panjang kepada bank yang memberikan kredit pemilikan rumah dengan
jaminan berupa tagihan atas kredit pemilikan rumah dari hak tanggungan atas

rumah dan tanah yang bersangkutan.

Pembiayaan dalam sistem ini melibatkan beberapa pihak yaitu penerima KPR
(“Debitur”), Bank pemberi KPR (“Mortgage Lenders”), Perusahaan Pembiayaan
Sekunder Perumahan (telah dibentuk PT Sarana Multigiya Finansial yang secara
khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan

sekunder) dan investor.

Merujuk pada Keputusan Menteri tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan

mekanisme pembiayaan sebagai berikut :

Mortgage Lenders memberikan kredit kepada Debitur dengan jaminan tanah
dan bangunan Debitur yang diikat dengan hak tanggungan. Tagihan atau hutang
KPR tersebut kemudian dijaminkan oleh Mortgage Lenders kepada Perusahaan
Pembiayaan Sekunder Perumahan (“PPSP”). Selanjutnya PPSP menjual tagihan
KPR ini kepada investor dalam bentuk saham, obligasi atau surat berharga

jangka pendek.

Pengalihan tagihan dari Mortgage Lenders kepada PPSP dapat dilakukan secara
cessie, subrogasi atau novasi. Namun, dibanding subrogasi dan novasi, cara
cessie lebih umum digunakan dalam pengalihan piutang karena relatif lebih
aman dan efisien. Melalui cessie, hak tagih terhadap Debitur beralih kepada
PPSP sebagai pihak ketiga, sehingga PPSP yang menerima pengalihan piutang
tidak perlu mengadakan appraisal lagi terhadap Debitur yang bersangkutan,
cukup mengandalkan appraisal yang digunakan kreditur sebelumnya untuk

menjamin kapabilitas Debitur dalam melunasi hutangnya.

Berdasarkan Pasal 613 Kitab Undang —Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”)
yang mengatur mengenai penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak

bertubuh lainnya, maka pengalihan piutang dari Mortgage Lenders kepada PPSP
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dapat dilakukan dengan membuat akta otentik atau akta dibawah tangan,
namun harus diberitahukan kepada Debitur. Apabila tanpa pemberitahuan,
maka pengalihan piutang dari Mortgage Lenders kepada PPSP, tidak dapat

mengikat Debitur.

Mengingat begitu banyaknya Debitur yang harus diberitahukan atau dimintakan
persetujuan tertulisnya dalam hal pengalihan hutang oleh Mortgage Lenders,
maka untuk efisiensi dan pengamanan hukum, umumnya pada perjanjian kredit
antara Debitur dengan Mortgage Lenders diatur bahwa Debitur menyetujui bila
sewaktu — waktu bank mengalihkan piutangnya kepada pihak ketiga, sehingga
dikemudian hari tidak diperlukan lagi pemberitahuan dari bank atau persetujuan
tertulis dari Debitur. Melalui klausula ini diharapkan dapat menjadi payung
hukum bagi PPSP dan daya tarik tersendiri bagi investor karena selain
mekanisme pengalihan piutang itu telah didasarkan hukum, efek ini dijamin oleh
jaminan berupa tanah dan bangunan yang dilekati hak tanggungan.(Lidwina,

Halim,2009).

2.4. LEMBAGA PEMBIAYAAN MELALUI SJSN DI INDONESIA

Membengkaknya jumlah penduduk membuat semakin banyak masyarakat
membutuhkan tempat tinggal atau rumah. Kenyatan ini mendorong pemerintah
mencari berbagi terobosan guna memenuhi kebutuhan perumahan bagi

masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah tersebut.

Melalui program KPRS Mikro Bersubsisi yang melibatkan lembaga keuangan
nonblank atau koperasi, pelayanan terhadap kelompok sasaran berhasil diperluas
sehingga tidak hanya melayani masyarakat berpenghasilan rndah di sector formal
saja tetapi juga mayarakat berpenghasilan rendah yang bekerja di sektor informal
yang biasanya tidak memiliki akses kredit karena berpendapatan tidak [asti, tidak
mmpunyai slip gaji dan bahkan kebanyakan tidak memiliki tanah bersertifikat

sehingga dipandang nonbankable.
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Menpera, sejak tahun 2005 telah memberikan fasilitasi subsidi perumahan untuk
kredit pembiayaan pembangunan/ perbaikan rumah secara swadaya bagi MBR
melalui lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB)/ Koperasi baik yang menggunakan
prinsip konvensional maupun syariah. Skim tersebut merupakan pilihan dari
berbagai alternatif skim yang sudah dijalankan oleh Pemerintah khususnya untuk
memfasilitasi MBR yang dianggap non-bankable oleh lembaga Keuangan Bank (LKB).
Dengan demikian diharapkan akan lebih banyak lagi MBR yang dapat difasilitasi oleh
subsidi perumahan, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya penyaluran subsidi

perumahan dilakukan melalui lembaga Keuangan Bank (LKB).

Gambar 2.1.

Grafik Perkembangan Kredit Properti

PERKEMBANGAN KREDIT PROPERTI

Sumber utama pembiayaan bagl para konsumen produk-produk
properti di Indonesia adalah perbankan (rata-rata 58,5%).

Sumber utama pembiayaan bagl para pengembang adalah dana
sendiri (62,3%).
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Fasilitas subsidi perumahan tersebut bertujuan untuk membantu MBR atas
sebagian biaya membangun/memperbaiki Rumah Sederhana Sehat (RSH) yang
pokok pembiayaannya disediakan oleh LKNB/Koperasi. Subsidi tersebut diberikan
kepada MBR melalui LKB/LKNB/Koperasi yang telah melakukan Memorandum of

Understanding (MoU) dan atau Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan
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Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Disamping itu, Menpera juga menghimbau

kepada setiap kabupaten/ kota agar memiliki dinas atau kantor perumahan.

2.5. MEKANISME PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Strategi yang dapat digunakan untuk memahami kompleksitas masalah perumahan

adalah dengan beberapa pendekatan,antara lain :
a. Mengurangi biaya pengembangan real estat/perumahan

Pengurangan biaya konstruksi ,biaya, bunga, dll. Ketika investasi awal dapat
dikurangi maka akan berdampak pada pengurangan biaya yang ditanggung
konsumen. Metode yang paling efektif untuk mengurangi biaya adalah dengan
membangun atau merenovasi rumah sederhana dengan skala ekonomi

tertentu.,
b. Mengurangi biaya operasi rutin.

Dapat dilakukan dengan melakukan tawar-menawar tarif asuransi , ketetapan
pajak serta menekan biaya staf serendah mungkin,pengurangan konsumsi

energi dan biaya pemeliharaan.
c. Memberikan subsidi langsung untuk sewa atau biaya operasi

Ini dapat dilakukan untuk perumahan baru, renovasi atau perumahan yang
sudah ada. Didanai oleh pemerintah. Subsidi operasi perumahan rakyat

membantu rumah tangga penyewa berpenghasilan rendah
d. Menyediakan pembiayaan langsung untuk real estate/perumahan

Dalam rangka untuk memperoleh perumahan yang terjangkau, misalnya

pinjaman investasi dan hibah.

e. Memberikan insentif untuk pembiayaan.
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Ini termasuk asuransi publik atau hipotek, jaminan pinjaman, ketentuan
pinjaman bebas pajak, subsidi bunga dan sejumlah perangkat lain yang

dirancang untuk membuat pembiayaan lebih mudah atau lebih murah.
Mekanisme Keterjangkauan Pembiayaan Perumahan

Berikut ini adalah mekanisme pendanaan yang dapat digunakan untuk membiayai

perumahan sederhana:
a. On-Going Housing Subsidies:
¢ Subsidi Sewa
¢ Subsidi Operasional
b. Project Financing Mechanism/Mekanisme Pembiayaan Proyek :
* Market rate loans
* Below market rate loans
¢ Project based grant
* Deferred payment loans
* Owner equity and equity syndication proceeds
* Lease purchase loans
c. Inducement to Project Financing/ Mekanisme insentif Pembiayaan Poyek
e Loan guarantees
* Mortgage insurance
* Interest subsidies
e Tax Credit
Mekanisme pembiayaan proyek dapat dilakukan dalam empat cara:

a. Pre-development financing/pembiayaan pra-pengembangan
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Pembiayaan awal biasanya dilakukan dengan perolehan hibah dan pinjaman

murah , sementara biaya berisiko tinggi dibiayai oleh modal ventura.

b. Contruction Financing/pembiayaan konstruksi - kredit konstruksi dengan biaya

rendah dapat mengurangi biaya bunga

c. Permanen Financing/ pembiayaan permanen - Semua mekanisme pembiayaan
dilakukan, kecuali subsidi sewa dan subsidi operasi, yang hanya memiliki efek
tidak langsung pada pembiayaan permanen. Pembiayaan permanen non-

konvensional umumnya memiliki efek mengurangi utang pada proyek.
d. Rent subsidies and operating subsidies/subsidi Sewa dan subsidi operasional

Mekanisme ini meningkatkan aliran pendapatan proyek, atau memungkinkan

penghuni untuk tinggal dengan biaya yang lebih terjangkau.

Pada setiap tahap pengembangan proyek perumahan sederhana sering kali

digunakan kombinasi dari pendekatan mekanisme pembiayaan tersebut.
Peran "Inducements"

Mekanisme pembiayaan langsung seperti hibah, pinjaman bunga rendah dan
investasi ekuitas adalah salah satu alat paling penting yang tersedia untuk membuat
perumahan yang terjangkau. Namun tetap ada hambatan untuk pembiayaan

perumahan tersebut,
Sebagai contoh:

e Seorang pengembang mungkin telah merencanakan proyek pembangunan
apartemen yang sangat baik, tapi pinjamannya masih ditolak karena
lingkungan di sekitar perumaham dianggap sebagai daerah dengan
kejahatan tinggi yang mungkin tidak menarik penyewa. Beberapa insentif
tambahan mungkin diperlukan untuk mendapatkan investasi ekuitas dan

pinjaman konvensional.

e Jika uang muka yang ditetapkan relative tinggi dan sulit terjangkau oleh

masyarakat berpenghasilan rendah
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Rent Subsidies/Subsidi Sewa

Dalam program subsidi sewa didanai pemerintah, penyewa hanya membayar 30
persen dari pendapatan mereka untuk sewa dan utilitas, sementara sisanya

disubsidi
Ada dua jenis subsidi sewa:

¢ Tenant-based assistance/ bantuan berbasis Tenant,

Hal ini menggambarkan dimana subsidi tergantung kepada kondisi penyewa

yang fluktuatif pada akhir setiap periode sewa satu tahun.
® Project — based assistance/Bantuan berbasis Proyek-

Bantuan proyek perumahan yang terjangkau khusus untuk periode 10 sampai 20
tahun. Subsidi digunakan untuk meningkatkan jumlah pembiayaan yang akan

berdampak pada meningkatnya rent project.

Subsidi sewa berdasarkan proyek-terbukti efektif tapi mahal untuk konstruksi atau

pemeliharaan perumahan yang terjangkau.
Operating Subsidies/Subsidi operasi

Subsidi operasi untuk perumahan rakyat adalah salah satu pengeluaran yang besar
pada perumahan sederhana yang dibayar untuk mendukung operasi, perbaikan,

program sosial, dll
Market Rate Loan/Pasar-Rate Pinjaman

Merupakan pinjaman vyang ditawarkan oleh bank, lembaga keuangan dan
perusahaan hipotek untuk pembeli rumah dan investor di properti sewa.
Perusahaan asuransi dan dana pensiun publik juga dapat memberi pinjaman ke real
estate, tapi jarang untuk proyek-proyek perumahan sederhana, karena transaksi ini

biasanya terlalu kecil keuntungannya.
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Below Market Rate Loans

Kondisi ini dapat didefinisikan sebagai setiap pinjaman dengan tingkat bunga yang
lebih rendah dari harga pasar yang berlaku, dengan mempertimbangkan faktor

pasar dapat menjelaskan manfaat dan risiko transaksi yang bersangkutan.
Sumber dari pinjaman dana tersebut dapat diperoleh antara lain dari :
¢ Pinjaman langsung dengan bunga rendah dari instansi pemerintah -

* Pinjaman menggunakan sumber pemerintah melalui lembaga tertentu yang

digunakan untuk membuat pinjaman bunga rendah.
e Hasil penjualan obligasi bebas pajak
¢ Kredit dengan jaminan pihak ke tiga

e (Cadangan lembaga keuangan perumahan

Project Based Grant

Hibah berbasis proyek-digunakan untuk akuisisi, konstruksi atau renovasi

perumahan sederhana.

Hibah berbasis proyek dari sumber pemerintah dan swasta digunakan untuk
beberapa tujuan dalam industri perumahan sederhana. Contoh signifikan antara

lain:

e Hibah kepada otoritas perumahan untuk membangun perumahan rakyat

sewa rendah.
¢ Hibah untuk sebuah organisasi nirlaba untuk membangun:
= tempat penampungan tunawisma.
= apartemen untuk orang tua.

= perumahan bagi penyandang cacat.
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e Hibah untuk keluarga berpenghasilan rendah untuk merenovasi rumah

mereka

e Hibah untuk berpenghasilan rendah rumah pembeli untuk bantuan uang

muka
Deferred Payment Loan/Pinjaman Pembayaran yang ditangguhkan

Pinjaman konvensional, pinjaman pembayaran pokok sering ditangguhkan selama
fase pengembangan proyek sekitar satu atau dua tahun sampai proyek dapat

menghasilkan arus kas.

Dalam industri perumahan sederhana, berarti bahwa semua pembayaran pokok
dan bunga ditangguhkan sampai penjualan kembali properti atau konversi ke

penggunaan lain.
Pinjaman pembayaran ditangguhkan umumnya digunakan dalam tiga cara:

= Bantuan pembayaran uang muka untuk pembeli rumah berpenghasilan

rendah

®  Subsidi pembiayaan untuk sewa bagi pengembang proyek atau pembeli

rumah

® Pinjaman renovasi untuk pemilik rumah berpenghasilan rendah
Owner Equity and Equity Syndication Proceeds

Equity dapat didefinisikan sebagai uang tunai atau sesuatu yang bernilai yang
diberikan oleh pemilik untuk transaksi real estate yang melibatkan akuisisi,
konstruksi atau refinancing. Misalnya, uang muka pembelian rumah, kesepakatan
investor untuk membayar,nilai pasar tanah atau bangunan yang disediakan untuk

kesepakatan adalah ekuitas.

Dalam industri real estate, semua pembiayaan dikelompokkan ke dalam dua
kategori umum: utang dan ekuitas. Formula berikut ini menggambarkan bahwa

eguitas merupakan, selisih antara total biaya proyek dan pinjaman :
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= Equity + debt= total financing
= Total Financing = Total Development Cost
Lease Purchase Loans/Pinjaman Sewa-Beli

Dalam program ini, sebuah badan pemerintah mengatur pembiayaan untuk rumah
- apakah rumah yang akan dibangun, akan direnovasi atau hanya membeli untuk

investasi.
Loans Guarantees/Jaminan Pinjaman

Merupakan janji seseorang atau badan untuk mengembalikan pinjaman . Penjamin

mungkin
Mortgage Insurance
Dari titik pandang pemberi pinjaman, asuransi hipotek sangat mirip dengan jaminan

pinjaman. Dengan asuransi hipotek, lembaga swasta atau publik bersedia sebagai

penjamin.

Beberapa perbedaan dari jaminan pinjaman: (1) asuransi hipotek hampir tidak
pernah dirancang secara individual, (2) risiko untuk penjamin yang lebih terbatas,

dan (3) merupakan bisnis yang menghasilkan uang .
Interest Subsidies [Subsidi bunga

Subsidi bunga adalah pembayaran tunai untuk pemberi pinjaman dalam pemberian

tingkat bunga yang lebih rendah.

subsidi tersebut, pada dasarnya, bunga prabayar dibayar pada saat pinjaman
dilakukan an bulanan. Dalam industri perumahan sedrhana, subsidi bunga biasanya
melibatkan pihak ketiga - biasanya sebuah badan pemerintah untuk membantu

pemilik rumah berpenghasilan rendah.
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Tax Credit.

Berdasarkan kebijakan tertentu , tersedia kredit pajak untuk investor yang
bergerak pada sektor perumahan sedehana. Kredit pajak ini meningkatkan return

on equity bagi investor.

2.6. BENCHMARK : PEMBIAYAAN PERUMAHAN DI SINGAPURA
2.6.1. KEBUTUHAN AKAN PERUMAHAN LAYAK

Asia seperti juga Amerika latin dan Afrika adalh termasuk tempat konsentrasi
penduduk miskin terbesar di dunia(Chapman et al 1999,Montgomery et al
2001),sekitar seperempat dari seluruh penduduk perkotaan hidup di bawah garis
kemiskinan .Kurangnya akses perumahan merupakan salah satu konsekwensi paling
serius dari masalah kemiskinan ini,padahal perumahan merupakan aspek penting
yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas hidup .Hal ini seringkali tidak
diperhatikan secara layak oleh pembuat keputusan. Masalah perumahan yang

dapat diakses dengan mudah memerlukan kebijakan dari pihak pemerintah

Dewan Pengembangan Perumahan (HDB) didirikan pada tahun 1960 dan bertugas
menyediakan Singapura dengan kualitas yang baik, perumahan yang terjangkau
(HDB (2006)). HDB adalah hukum papan bawah Departemen Pembangunan
Nasional dan sepenuhnya milik pemerintah dan memiliki jaminan pemerintah
formal (Undang-Undang Perumahan dan Pembangunan). The HDB menyediakan
pembiayaan perumahan untuk rendah dan rumah tangga berpendapatan
menengah dengan tingkat bunga konsesi. Sebelum tahun 2003, itu juga
memberikan pembiayaan perumahan dengan harga pasar untuk keluarga
berpenghasilan tinggi. Dana lembaga pembiayaan perumahan pinjamannya dengan
meminjam dari Singapura pemerintah dan dari bank, dan dengan menerbitkan

obligasi

Berdasarkan penelitian Belinda Yuen (2008), kebijakan negara Singapura

merupakan contoh sukses dalam mengatasi perumaham yang terjangkau oleh
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masyarakatnya dan mengarah pada kesejahteraan masyarakat seperti hak atas
perumahan yang layak 85% dari populasi penduduk Singapura tinggal di perumahan
umun dan lebih dari 850.000 unit rumah di 23 kota kota baru telah
dibangun,sementara masyarakat miskin di tempat tunawisma ,20%nya mempunyai

akses yang sama terhadap sumber daya perumahan

Singapura dengan tanah seluas 690 Km2 dan PDB per kapita USD 20.767 menduduki
peringkat 25 di PBB untuk ideks pembangunan manusia dan hampir tidak ada
penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Namun demikian dengan adanya
masalah krisis global maka tetap ada sejumlah penduduk yang relatif miskin
Sejumlah penduduk miskin meningkat di Singapura dengan penurunan ekonomi
saat ini:. Skema bantuan umum yang dikelola oleh departemen pengembangan
masyarakat Singapura, pemuda dan olahraga mengumumkan sekitar 170-300
orang di Singapura membuat rumah mereka di jalan-jalan setiap tahun. Sebanyak
(50%) sudah tua (diatas 60 tahun) dan tidak punya keluarga, pekerjaan atau
keterampilan. Yang lain ditinggalkan oleh keluarga mereka sendiri. Dalam satu
laporan, departemen statistik Singapura telah merilis sebuah angka sekitar 4 persen
dari populasi penduduk Singapura (atau 120.000) yang hidup pada atau mendekati

garis kemiskinan

Definisi kemiskinan nasional tidak resmi yang diambil dari pendapatan kualifikasi
kriteria dalam berbagai skema bantuan publik tampaknya untuk menutupi mereka

yang hidup dengan kurang dari s $ 10 per orang per hari.

Kemiskinan Singapura muncul sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara lain.
Data kemiskinan dalam penilaian kemiskinan baru-baru ini (oleh headcounts
kemiskinan perkotaan) untuk asia timur, misalnya, menunjukkan bahwa 16 persen
di indonesia, 12 persen di filipina dan 9 persen pada penduduk perkotaan vietham

hidup dalam kemiskinan .

Data dari otoritas perumahan publik, Singapura dan pengembangan perumahan
board (HDB), menunjukkan bahwa per des 2004, 37.823 rumah tangga tidak mampu

membeli flat atau sewa rumah mereka sendiri di pasar terbuka dan diduduki
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disubsidi 1 - dan 2 - sewa kamar flat publik di bawah skema sewa publik. Melalui
hdb didirikan pada tahun 1960, perumahan disediakan di bawah perlindungan
pemerintah untuk kebijakan semua. Seiring waktu, perumahan penuh sesak miskin
kualitas dan massa perumahan swadaya sementara di permukiman liar unimproved
telah semakin dibersihkan dan digantikan oleh akomodasi bertingkat tinggi dan
fasilitas ditingkatkan di perumahan umum dan kota-kota baru. Dalam proses ini,
sektor perumahan publik telah tumbuh menjadi sektor perumahan utama dan stok
perumahan yang terjangkau di Singapura. Hal ini mendorong perumusan kebijakan
yang bertujuan untuk mengurangi biaya perumahan dan mengurangi akses ke
pemilik pendudukan di perumahan umum, bahkan bagi penduduk berpenghasilan
rendah. Proporsi penduduk yang hidup di perumahan pemerintah telah meningkat
menjadi 85% (sejak 1985), dengan sebagian besar (95%, atau hampir 3 juta orang)
yang memiliki flat yang ditempatinya.Banyak keluarga miskin 10 persen dari rumah
tangga di Singapura memiliki kekayaan yang signifikan dalam bentuk flat mereka

dan membandingkannya dengan di negara-negara lain.

2.6.2. KEBIJAKAN PEMERINTAH (SINGAPURA)

Komitmen pemerintah untuk mensubsidi tiga layanan dasar perumahan, pendidikan
dan perawatan kesehatan untuk membuat mereka terjangkau adalah landasan
utama dari intervensi perumahan Singapura. Untuk memahami perumahan
Singapura untuk semua pengembangan kebijakan, perlu meninjau secara singkat
konteks pembangunan sosial dan perkotaan yang memberikan dorongan untuk
kebijakan tersebut. Seperti banyak kota-kota lain, sebagai kota Singapura tumbuh

dalam populasi, tekanan pada perumahan yang meningkat .

Dari 14.000 rumah baru per tahun, sektor swasta memiliki kapasitas untuk
menyediakan beberapa 2.500 baru rumah setahun. Banyak dari tempat tinggal
mereka akan tetapi pada tingkat harga diluar jangkauan keluarga berpenghasilan
rendah. Dengan tidak adanya alternatif, beban persyaratan perumahan yang tersisa

termasuk penampungan bagi masyarakat miskin harus jatuh pada pemerintah.

BAB 2-31



LAPORAN AKHIR

Pernyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka
Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

Tantangannya adalah diambil oleh pemerintah yang baru terpilih, yang telah
memenangkan pemilihan pada manifesto menyediakan lapangan kerja dan

perumahan (dan telah terpilih kembali berkuasa sejak).

Tidak seperti banyak lainnya pemerintah dunia ketiga, yang cenderung bertin-dak
atas perumahan sebagai masalah sosial dapat diatasi setelah pencapaian ke-majuan
ekonomi, Singapura menganggap dua-duanya sama dan pentingnya sim-biosis. Dua
lembaga hukum, dewan pengembangan ekonomi (edb) dan hdb segera didirikan
dengan kerangka reformasi keuangan, hukum, dan institusi untuk mempro-mosikan
penyediaan lapangan kerja pertumbuhan ekonomi dan perumahan masing-masing
pada awal pemerintahan sendiri. Komplementer antara pekerjaan dan peru-mahan
telah banyak tempat lain dikatakan menjadi faktor penting dalam kinerja lan-jutan
politik pemerintah dan legitimasi Tujuan inti dari inisiatif sektor perumahan pu-blik
adalah untuk membuat perumahan yang terjangkau dan dapat diakses untuk ke-
luarga berpenghasilan rendah, yang sampai saat menderita dari tindakan diskrimi-
natif. Sebagaimana diuraikan oleh menteri pembangunan nasional tahun 1959,
Sebagian besar rumah akan menampung orang-orang dalam kelompok berpeng-
hasilan rendah, yang tidak pernah dipedulikan di masa lalu. Pemerintah sebelumnya
hanya peduli untuk kelompok kelas menengah, yang mampu membayar uang untuk

mendapatkan flat. (the straits times, 19 sep 1959)

2.6.3. PERUMAHAN YANG TERJANGKAU DAN INKLUSIF

Penyediaan tempat hunian publik adalah tujuan pro-masyarakat miskin untuk
memaksimalkan pilihan perumahan penduduk Singapura miskin sementara
penjagaan terhadap pengecualian, eksploitasi, dan kondisi hidup sehat. Penting
adalah kristalisasi dua fungsi dasar hdb yang telah menetapkan konteks untuk
pengiriman perumahan yang layak dan perubahan dalam kondisi perumahan bagi

masyarakat miskin:
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* Menyediakan perumahan dengan konstruksi yang sehat dan desain yang
baik untuk kelompok berpenghasilan rendah pada harga sewa yang

mereka mampu.

¢ Mendorong demokrasi-memiliki properti di Singapura dan untuk
memungkinkan warga Singapura dalam kelompok menengah
penghasilan rendah untuk memiliki rumah mereka sendiri (hdb laporan

tahunan 1964).

Yang pertama mengikuti filosofi tradisional: negara sebagai penyedia perumahan.
Kedua memperkuat kepemilikan rumah dan membuka kemungkinan bagi negara
untuk berperan sebagai fasilitator dan insinyur sosial. Berikut ini menggambarkan
bagaimana fungsi-fungsi ini telah didukung oleh berbagai kebijakan perumahan dan
intervensi yang berbeda untuk memungkinkan masyarakat miskin untuk memilih
jenis perumahan dan dukungan yang paling tepat untuk mereka. Masyarakat miskin
perkotaan berbeda latar belakang dan kebutuhan. Dengan demikian, kelompok
yang berbeda dengan beberapa kebutuhan menurun dalam kategori pendapatan
Berdasarkan komitmen pemerintah untuk mencapai tempat penampungan yang
memadai untuk semua yang tidak mampu, kebijakan perumahan yang baik
termasuk intervensi bersama dua dimensi yang luas: 1) fisik, dalam hal hunian dan
persyaratan minimum fisik untuk unit perumahan untuk memperbaiki keadaan
hidup dalam pembangunan kota secara keseluruhan negara dan 2) keuangan, untuk

mengaktifkan akses perumahan dan keterjangkau.

Fundamental untuk perbaikan perumahan dan upgrade adalah penyediaan quality
self yang terkandung dalam fungsional dan lingkungan perumahan yang indah. Titik
pusat kebijakan adalah beberapa intervensi untuk perumahan direncanakan secara
komprehensif dan, sejak tahun 1965, kota-kota baru dengan perbaikan layanan dan
fasilitas. Untuk masing-masing fasilitas, standar perencanaan telah dikembangkan
untuk memastikan bahwa lingkungan pelayanan yang berkualitas adalah dicapai
dalam framework umum dari pertumbuhan dan modernisasi. Tren ini penahanan

diri terhadap kota perumahan rakyat di mana anggota rumah tangga - terutama
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berpenghasilan rendah - dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan dasar mereka
di dalam kota baru: kerja, toko, sekolah, hiburan, olahraga dan rekreasi lainnya.

Pembangunan di utama didasarkan pada kelengkapan dalam perumahan.

Pendekatan komprehensif. Sebagai otoritas perumahan nasional, HDB me-ngadopsi
pendekatan yang komprehensif untuk mengamankan pembangunan peru-mahan
sectorwide publik dalam kerangka pembangunan ekonomi dan perkotaan di negara
itu. Dalam memperkuat efektifitas, rencana master HDB, mengembangkan dan
mengelola (yang terakhir sampai pembentukan dewan kota pada tahun 1989)
proses produksi-konsumsi seluruh kota perumahan rakyat dan semua tempat
tinggal mereka unit dan infrastruktur. Pembangunan perumahan dan prasarana
dikontrak untuk sektor swasta. Dengan memusatkan usaha perumahan umum di
bawah otori-tas tunggal, Singapura telah dielakkan masalah umum duplikasi dan
fragmentasi tugas, dan persaingan birokrasi yang terkait dengan implementasi
multi-agen. Meskipun semakin dianjurkan oleh beberapa pakar perumahan),

keleng-kapan terpusat memiliki tantangan.

Sebagai contoh, di bidang suplai perumahan, untuk membangun dengan mu-rah
dan cepat, strategi standardisasi dengan membangun prototipe dan blok flat di-
adopsi. Selain itu, hdb menggunakan kontrak pasokan jangka panjang dan strategi
pembelian massal untuk menjamin kelangsungan penyediaan bahan bangunan pen-
ting dengan harga stabil. Meskipun intervensi pembangunan pragmatis mungkin te-
lah memfasilitasi pembangunan yang cepat dari unit hunian dan kota, standardisasi
blok bangunan telah menyebabkan kritik cookie-cutter, townscapes monoton dari
banyak pembangunan perumahan kota awal Buruk dan cacat pengerjaan bangunan
itu masalah pada beberapa proyek cepat-dibangun awal yang menarik banyak kelu-
han, bahkan perdebatan di parlemen (misalnya retak di dinding dan langit-langit,
fiting rendah, kerusakan lift sering). Belajar, memodifikasi dan inovasi, masalah de-
ngan cepat diperbaiki dan reformasi diperkenalkan ke dalam siklus berikutnya per-
baikan konstruksi. Kualitas pertimbangan diberikan lebih menekankan dengan

penu-runan kekurangan perumahan.
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Melalui dewan-dewan kota, warga dapat terlibat dalam pengelolaan kota-kota
mereka. Pengalaman hingga saat ini telah menunjukkan bahwa reformasi yang
komprehensif terpusat perumahan sederhana adalah sesuatu regularized dan statis.
Hal itu memerlukan kapasitas pemecahan masalah yang dinamis, suatu proses
terus-menerus belajar dan memperbaiki kebijakan perumahan, dan beragam

intervensi untuk mempengaruhi secara signifikan keluarga sasaran.

2.6.4. PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Dalam upaya untuk menyediakan perumahan bukan hanya perumahan tetapi
kondisi kehidupan yang baik dengan pelayanan yang lengkap, kota-kota Singapura
yang baru telah mengambil bentuk pembangunan bertingkat tinggi, kepadatan
tinggi. Menempati lahan perkiraan 650 ha, sebuah kota baru biasanya
mengakomodasi populasi 250.000. Kepadatan kota yang dihasilkan baru (bruto)
adalah unit hunian 92 per hektar di mana sekitar setengah dari tanah tersebut
untuk pembangunan perumahan dan sisanya untuk fasilitas untuk mendukung

sebuah lingkungan perumahan ditingkatkan .

Capstone dalam menyediaan infrastruktur dan perumahan adalah kebijakan negara
akuisisi tanah wajib. Pentingnya kebijakan seperti tanah tidak bisa terlalu
ditekankan. Di negara-negara berkembang, pelaksanaan perumahan negara sering
terhambat oleh kekurangan atau tidak tersedianya tanah. Tanpa tanah, tidak akan
ada perumahan. Tugas perakitan tanah dan izin dalam pembangunan perumahan
jelas berat bahkan untuk ukuran Singapura. Untuk menggambarkan, pada tahun
1960, hanya 44 persen dari tanah di Singapura dimiliki oleh pemerintah sementara
lebih dari 35 persen penduduk saat itu tinggal di pemukiman liar. Undang-undang
yang efektif diterapkan untuk menjamin ketersediaan lahan tidak terbebani untuk

menambah stok tanah negara.

Pada tahun 1966, undang-undang kolonial pada pembebasan tanah itu dicabut dan

sebagai gantinya yang lebih luas perolehan tanah undang-undang disahkan.
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Berdasarkan undang-undang perolehan tanah direformasi, pemerintah dapat
memperoleh apapun paksa tanah penggunaan pribadi dan komersial untuk
kepentingan umum. Undang-undang menyediakan untuk pembayaran kompensasi,
yang ditentukan oleh negara. Dalam menentukan tingkat pembayaran, tidak ada
rekening diambil dari setiap nilai potensial untuk keperluan yang lebih intensif,
hanya menggunakan yang sudah ada atau menggunakan dikategorikan dianggap,
mana yang lebih rendah. Harga yang dibayar oleh hdb untuk tanah yang diakuisisi
oleh karena itu biasanya jauh lebih rendah dari harga pasar. Pendekatan ini,
digambarkan sebagai keras oleh beberapa sarjana perumahan (misalnya, chua,
1997), telah membantu pemerintah untuk menurunkan biaya penyediaan
perumahan dan telah sangat membantu dalam tahap awal pengiriman perumahan.
Hal ini juga furthered posisi dominan negara dalam pembangunan perkotaan
Singapura - 85 persen tanah sekarang dalam kepemilikan negara (motha dan yuen,
1999) - dengan kontribusi ke 'tawanan' pasar perumahan publik ditawarkan sebagai

manfaat pemukiman kembali.

Dalam menyediakan lingkungan perumahan yang lebih baik dari itu dari mana
warga datang, kebijakan ini membantu meningkatkan daya tarik relokasi ke
perumahan umum. Seperti yang ditanggung oleh survei penduduk awal pada
kondisi sekarang dan masa lalu penyewa perumahan rakyat 'yang hidup dan
statistik yang lebih baru di Singapura perumahan mobilitas masyarakat perumahan,
ada tingkat tinggi secara konsisten penduduk kepuasan dengan hidup perumahan
rakyat: 82,5 persen dari seluruh rumah tangga yang tinggal di perumahan umum
telah mengindikasikan bahwa mereka akan puas untuk selalu hidup dalam flat

(dewan perumahan dan pembangunan,

Dari awal, perumahan rakyat dipandang sebagai cara untuk menyediakan
lingkungan hidup yang baik untuk kelompok pendapatan yang tidak mampu
membayar biaya sewa atau membeli rumah pribadi. Pendekatan inklusif
menempatkan kebutuhan, harapan dan gaya hidup penduduk yang di pusat

pasokan perumahan dan diperlukan penyediaan perumahan yang lebih baik
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merupakan suatu proses dinamis yang bertujuan perbaikan berkelanjutan untuk
memenuhi perubahan preferensi konsumen. Pada hari ke-hari, hdb berkaitan
dengan pengelolaan lahan dan perawatan untuk memastikan bahwa unit

perumahan rakyat dan kota tidak berubah menjadi kumuh dari waktu ke waktu.

Untuk meningkatkan keterjangkauan, warga perumahan rakyat hanya membayar
sebagian kecil dari biaya upgrade dan kadang-kadang tidak sama sekali, tergantung
pada skema mereka terpilih. Rata-rata, sekitar 10-13 persen dari pengeluaran
operasi hdb tahunan dihabiskan untuk upgrade dan perbaikan. 13 persen (S
565.000.000) dihabiskan di upgrade dan perbaikan karya Selain mempertahankan
kualitas hidup, perbaikan rumah tua juga menawarkan alternatif untuk
pembongkaran bangunan yang berkelanjutan yang memungkinkan warga untuk
tetap tinggal di kota asing dan membangun masyarakat. Semua ini merupakan
faktor penting dalam skor penduduk tinggi secara konsisten kepuasan publik-
perumahan. Ada sejumlah studi menyimpulkan bahwa perbaikan perumahan rakyat
Singapura telah selama bertahun-tahun menjadi dibandingkan dengan perumahan
kelas menengah dan memperoleh penghargaan perumahan internasional, termasuk

pbb world habitat award untuk 'inovatif dan sukses pemukiman manusia.

2.6.5. BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Perbaikan perumahan hanya relevan kepada orang miskin jika terjangkau
Perumahan yang terjangkau tidak dapat diproduksi tanpa mempertimbangkan
konteks yang lebih luas dari daya penghasilan rumah tangga. Respon Singapura
adalah sistem delivery perumahan inklusif yang mengakui berbagai kebutuhan
sesuai pendapatan dan ukuran keluarga. Dari awal program ini, penekanannya pada
ekspansi dalam memilih : bukan hanya satu tapi berbagai jenis dalam proporsi 30
per cent 1-room units, 40 per cent 2-room units and 30 per cent 3-room units yang
ditawarkan. Perawatan diambil bahwa pelaksanaan pilihan perumahan tidak
mengecualikan keluarga berpenghasilan rendah. Pertimbangan ini merupakan pusat

keberhasilan sistem. Hal ini telah menghasilkan strategi pragmatis yang inklusif. Di
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bidang perumahan yang terjangkau, strategi, adalah, sebagai kepala arsitek HDB,
menjelaskan, pembangunan flat kecil untuk membiarkan di sewa rendah, meskipun
umumnya dianggap bahwa suatu flat dua kamar harus menjadi standar minimum
yang ideal untuk perumahan rakyat, karena realitas ekonomi kelas keluarga yang
berpenghasilan rendah tidak mampu membeli flat dua kamar yang biaya sewa S 40
per bulan, ruang satu flat $ 20 per sewa bulan diperkenalkan sebagai standar
minimum perumahan rakyat untuk kelompok penghasilan terendah di Singapura.
Diharapkan bahwa ketika posisi ekonomi masyarakat membaik, para penghuni
rusun ini dinilai satu ruangan akhirnya dapat pindah ke dua atau tiga kamar flat
sebuah survei mengungkapkan bahwa sewa rendah adalah kebijakan yang disengaja

suatu '‘pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat’

2.7. PEMBIAYAAN PERUMAHAN DI NEGARA LAINNYA
2.7.1. PEMBIAYAAN DI THAILAND

UN-HABITAT melakukan studi untuk mengevaluasi mekanisme pembiayaan
Perumahan dalam sistem pembiayaan perumahan berpenghasilan rendah di

Thailand.

Thailand memiliki populasi kumuh total 1.763.872, yang merupakan 3% dari total
populasi.. Dari populasi kumuh total, mayoritas (62%) terkonsentrasi di Bangkok

saja.

Kebijakan pembiayaan perumahan adalah diinisiasi awal tahun 1953 dengan
mendirikan Bank Perumahan Pemerintah. Pada tahun 1972, National Housing
Authority (NHA) didirikan. Sejak itu Bank tersebut telah menjadi bank perumahan .
Sejak pertengahan 1980-an, Bank Perumahan Pemerintah telahmenjadi lembaga

pembiyaan yang utama di di Thailand.

Lembaga keuangan Thailand dapat dibagi menjadi dua kategori: yaitu, lembaga
perbankan dan non-perbankan lembaga, termasuk bank komersial, 18 cabang bank

asing serta lima bank khusus (Bank Perumahan Pemerintah, Tabungan Pemerintah
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Bank (GSB) dan sejenisnya. Lembaga keuangan non perbankan terdiri perusahaan
pembiayaan, penyalur kredit, perusahaan asuransi, perusahaan manajemen reksa
dana dan sebagainya Namun, lembaga-lembaga keuangan besar yang menawarkan
kredit untuk kredit perumahan, terdiri dari semua bank umum dan dua bank

khusus:. yaitu, Bank Perumahan Pemerintah dan Bank Tabungan Pemerintah.

Government Housing Bank adalah bank pembiayaan perumahan primer di Thailand
yang memiliki 107 kantor cabang utama, 29 kantor cabang di Bangkok dan provinsi
yang berdekatan dan 78 cabang di wilayah provinsi. la juga memiliki 38 sub-cabang
dan 10 counter layanan keuangan di seluruh Thailand. GHB enawarkan pinjaman
hipotek perumahan serta pinjaman untuk pembangunan perumahan, renovasi
rumah. Government Housing Bank dan Government Saving Bank adalah perusahaan
publik yang dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah Thailand. Namun demikian
ada pula lembaga pembiayaan dari bank komersial, yang memiliki layanan skala
penuh untuk pembiayaan perumahan Secara keseluruhan, bank-bank komersial
hanya memberikan sekitar 10,3% untuk kredit perumahan. Sementara bank asing
hanya menyalurkan sekitar 0,2% kredit perumahan hal ini juga terkait dengan adnya

pembatasan peran bank asing di Thailand.

SMC merupakan pasar pembiayaan sekunder didirikan pada tahun 1998 dan itu
merupakan pembiayaan sekunder perumahan tunggal di Thailand. Namun
pembiayaan sekunder ini belum berhasil seperti yang diharapkan. Pasar
pembiayaan sekunder perumahan di Thailand melalui SMC, saat ini masih
menghadapi kendala. Pemerintah menggunakan Government Housing Bank dan
Government Saving Bank sebagai lembaga utama dalam penyediaan pembiayaan

perumahan kepada masyarakat.

Pada kasus pembiayaan perumahan di Thailand,ada beberapa cara di mana untuk

membangun sistem pembiayaan perumahan yang efektif yaitu:

e Subsidi Langsung: yang dapat membantu kelompok berpenghasilan

rendah membeli rumah murah.
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*  Subsidi melalui sistem keuangan: Pemerintah menetapkan dana atau
bank pemerintah yang menawarkan pinjaman pada tingkat bunga

rendah.
¢  Subsidi pajak; Sistem ini berlaku untuk diskon atau pembebasan pajak.

* Tabungan dan Bonus: Untuk mendorong orang untuk menyimpan uang
dengan pandangan untuk membeli rumah, pemerintah menetapkan

program tersebut untuk mendorong menabung untuk uang muka.

* Memanfaatkan kawasan kumuh : Sebagian kawasan kumuh di Bangkok
terletak di wilayah dalam kota. Banyak dari mereka berada di Central
Business District (CBD). Tanah di kawasan tersebut bernilai relative
tinggi yang dapat digunakan kegiatan komersial,sementara penghuni

kawasan kumuh direlokasi di tempat yang lebih cocok.

2.7.2. PEMBIAYAN PERUMAHAN DI KOREA

Korea telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang pesat selama beberapa dekade
terakhir. Setelah Krisis Keuangan, Korea mencatat tingkat pertumbuhan tertinggi di
antara negara-negara Asia Timur. Reformasi menurut para ekonom telah
menstrukturisasi ekonomi, meningkatkan transparansi dan efisiensi . Sebagian besar
pasar keuangan, telah diliberalisasi,banyak peraturan yang menghambat telah
dihapus. restrukturisasi dibuat sedemikian rupa agar tidak mengurangi memberi

dampak negatif.

Harga rumah ditentukan oleh dua kekuatan: penawaran dan permintaan. Pasokan
perumahan tidak elastis dalam jangka pendek.. Permintaan perumahan telah
meningkat dengan meningkatnya pendapatan dan pertumbuhan penduduk di
Korea. Pada tahap awal pembangunan ekonomi sumber daya ekonomi yang tidak

cukup dialokasikan untuk sektor perumahan.

Sistem pembiayaan perumahan secara efektif berfungsi dapat berkontribusi untuk

peningkatan kesejahteraan perumahan. Malpezzi (1999, b) memberikan bukti dari
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penelitian sebelumnya, yang menunjukkan manfaat dari sistem pembiayaan
perumahan yang efektif. Doms dan Krainer (2007) memberikan bukti empiris baru-
baru ini bahwa inovasi di pasar hipotek membantu, khususnya, muda dan dibatasi
finansial rumah tangga untuk meningkatkan pengeluaran perumahan mereka.
Chiquier et al. (2004) berpendapat juga bahwa keterjangkauan perumahan dapat
ditingkatkan dengan pengenalan sekuritas hipotek. Chung (2004) menemukan bukti

empiris ini di Korea.

Pasar hipotek memiliki potensi pertumbuhan yang cukup besar (Kim & Kim, 2002).
Rasio utang hipotek terhadap Produk Domestik Bruto di Korea masih kecil itu di
banyak negara lain . Rasio di Korea adalah 26,6 persen dan rasio rata-rata di 43
negara yang dipilih adalah 32,8 persen. Rasio di Amerika Serikat adalah 75,0 persen
dan Jepang adalah 43,7 persen. Selain itu, menurut Almeida et al (2006: 330), Korea

memiliki loan value ratio terendah.

Rata-rata rasio Loan Value Ratio untuk hipotik berasal oleh bank adalah 47,9
persen. (Kim& Kim, 2002). Hanya dan Ebner (2006) menemukan bahwa rata-rata

rasio Loan Value Ratio untuk delapan negara Eropa yang dipilih adalah 80 persen.

Asuransi hipotek diperkenalkan pada tahun 2007 dengan dikelola oleh Corporation
Housing Finance of Korean. Komisi Pengawas Keuangan dan lembaga keuangan
menerbitkan buku pegangan hipotek, yang beredar di cabang lembaga keuangan
atau di World Wide Web. Ini berisi daftar untuk peminjam dan fakta-fakta kunci dan

ditulis dalam bahasa yang sederhana. Isi utama adalah sebagai berikut:
* Pendapatan dan jumlah pinjaman
* Metode memilih produk KPR yang optimal
* Pertimbangan utama dalam negosiasi pinjaman

e Pilihan rencana tingkat bunga (adjustable-rate, suku bunga tetap,

campuran-rate)

e Deskripsi produk KPR
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* Memilih produk hipotek menggunakan Handbook of Mortgages

* Keuntungan dan kerugian dari pinjaman diamortisasi dan pinjaman

peluru
* Menentukan pembayaran hipotek
* Biaya hipotek dan denda
* Produk hipotek terkait dengan asuransi

¢« Mengelola risiko tak terduga dari pengangguran atau tingkat bunga yang
tinggi.

Dana Perumahan Nasional harus memperkuat peran di pasar pembiayaan
perumahann (Yoon, 2005). Misalnya, National Budget Office Majelis (2006)
menunjukkan peran aktif di pasar untuk rumah tangga yang tidak mampu pinjaman
rumah. Kim dan Kim (2002) menekankan dukungan langsung dari Dana Perumahan
Nasional bagi subsidi sewa dan pembangunan rumah sewa. Kim (2005)
menunjukkan bahwa Dana Perumahan Nasional fokus pada pasokan perumahan
sewa (bukan untuk dijual perumahan) untuk kelompok berpenghasilan rendah dan
mengusulkan untuk warga senior. pendekatan semacam itu telah menuai kritik,
seperti Dana-Perumahan Nasional operasi yang sangat bergantung pada ekonomi

nasional-yang sangat sering digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan

ekonomi (Yoon, 2005).

Korea Perumahan Finance Corporation adalah 100 persen dibiayai oleh masyarakat
dan secara eksplisit didukung oleh pemerintah. Pemerintah mengakui peran
terbatas dimainkan oleh apa yang sebelumnya badan swasta. Meskipun demikian,
volume bisnis yang dilakukan oleh Korea Perumahan Finance Corporation jauh lebih
rendah daripada yang diantisipasi. Tantangan yang paling signifikan tampaknya
bahwa lembaga keuangan seperti bank komersial bersaing di pasar hipotek.
Meskipun demikian, pembentukan Korea Financing Finance Corporation dapat
menghasilkan efek positif. Misalnya, spread lebih rendah dari kompetisi dapat

diterjemahkan ke dalam manfaat tidak langsung bagi peminjam. Di pasar obligasi,
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Korea Perumahan Finance Corporation menerbitkan obligasi pertama jatuh tempo
20 tahun. The Housing Financing Credit Guarantee merupakan dana Jaminan yang

dioperasikan dan dikelola oleh Korean Housing Finance Corporation.

Perkembangan pasar pembiayaan proyek harus meningkatkan arus masuk modal ke
proyek-proyek konstruksi (Lee & Jung, 2004). Pinjaman untuk proyek-proyek real
estate merupakan aset yang mendasari sangat populer di pasar Beragun Aset
Keamanan. Saham mereka dari pasar Beragun Aset Keamanan yang 17,0 persen dan
25,4 persen, masing-masing. Pemain di pasar perumahan akan mendapat manfaat
dari modal baru datang dari pasar keuangan. Peningkatan keterampilan manajemen

risiko yang tetap diperlukan.

Perkembangan pasar pembiayaan sekunder perumahan akan menguntungkan
peminjam hipotek. Perkembangan manfaat pasar sekunder . Chiquier et al. (2004)
menunjukkan bahwa, di negara berkembang, pemberi pinjaman dapat dibatasi
dalam hal keuangan dan likuiditas. Tanpa kemampuan dan pasar modal yang

matang, pengembangan pasar sekunder akan sangat terbatas.
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Pendekatan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber
Dana Jangka Panjang Untuk Pembiayaan Perumahan dalam upaya mencapai
kesempurnaan hasil kajian yang berhasil guna dan berdaya guna sehingga dapat menjadi
bahan perimbangan dan acuan bagi Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka di dalam pelaksanaannya

dilakukan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1)  Pendekatan instansional yang dilakukan untuk memperoleh data-data dan
informasi sekunder yang dilanjutkan dengan koordinasi dan konsultasi serta
pembahasan Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang Untuk

Pembiayaan Perumahan.

2)  Pendekatan kepustakaan yang dilakukan melalui kajian literatur (desk study) yang
memuat ketentuan baik yang bersifat peraturan dan perundang-undangan,

kebijaksanaan, hasil studi penelitian, dan pemikiran/konsep lain yang terkait.

BAB3-1



LAPORAN AKHIR

Pernyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka
Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

3.2. METODOLOGI KAJIAN
3.2.1. METODE PELAKSANAAN

Metode yang dipergunakan dalam studi ini adalah Metode Deskriptif Komparatif dan

Verifikatif. Teknik studi menggunakan 3 pendekatan, yaitu :
1)  Studi pustaka (Desk Study)

Desk study dilakukan dengan studi literatur untuk menghimpun seluruh data
sekunder yang dibutuhkan sebagai data dan informasi dasar yang komprehensif

untuk menyusun rencana strategis yang dapat diandalkan
2) Meta Analysis

Trend terkini dari penelitian sintesis adalah melakukan analisis terhadap sebuah
analisis yang telah ada sebelumnya,yaitu penelitian-penelitian terdahulu. Metode

ini disebut meta analysis

Meta-analysis lebih tidak bersifat subjektif dibandingkan dengan metode tinjauan
lain. Meta analysis tidak fokus pada kesimpulan yang didapat pada berbagai studi,
melainkan fokus pada data, seperti melakukan operasi pada variabel- variabel,
besarnya ukuran efek, dan ukuran sampel. Untuk mensintesis literatur riset, meta-
analysis statistikal menggunakan hasil akhir dari studi-studi yang serupa seperti
ukuran efek, atau besarnya efek. Fokus pada ukuran efek dari penemuan empiris
ini merupakan keunggulan meta-analysis dibandingkan dengan metode tinjauan

literatur lain.

Meta-analysis memungkinkan adanya pengkombinasian hasil-hasil yang beragam
dan memperhatikan ukuran sampel relatif dan ukuran efek. Hasil dari tinjauan ini
akurat mengingat jangkauan analisis ini yang sangat luas dan analisis yang terpusat.
Meta-analysis juga menyediakan jawaban terhadap masalah yang diperdebatkan

karena adanya konflik dalam penemuan-penemuan beragam studi serupa.

Beberapa pengertian Meta Analysis yang dikemukakan oleh ahli:
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Meta analisis merupakan analisis kuantitatif dan menggunakan sejumlah data yang
cukup banyak serta menerapkan metode statistik dengan mempraktekkannya
dalam mengorganisasikan sejumlah informasi yang berasal dari sampel besar yang
fungsinya untuk melengkapi maksud-maksud lainnya (Glass, 1981). Dengan kata
lain, meta analisis adalah suatu bentuk penelitian kuantitatif yang menggunakan
angka-angka dan metode  statistik dari beberapa hasil penelitian untuk
mengorganisasikan dan menggali informasi sebanyak mungkin dari data yang
diperoleh, sehingga mendekati kekomprehensifan dengan  maksud-
maksudlainnya.Salah satu syarat yang diperlukan dalam melakukan meta analisis

adalah pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian yang sejenis.

Meta analisis adalah suatu analisis integratif sekunder dengan menerapkan
prosedur statistik terhadap hasil-hasil pengujian hipotesis penelitian. Menurut
Glass (1981), analisis sekunder itu merupakan analisis ulang (reanalysis) terhadap
data untuk tujuan menjawab pertanyaan penelitian dengan teknik-teknik statistik
yang lebih baik atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baru dengan data lama
yang dimiliki. Analisis sekunder merupakan suatu ciri-ciri penting terhadap riset
dan kegiatan evaluasi.Soekamto (1988) mengatakan bahwa sifat meta analisis
antara lain kuantitatif, dan memakai analisis statistik untuk memperoleh seri
informasi yang berasal dari sejumlah data dari penelitian-penelitian sebelumnya.
Menurut Borg (1983) bahwa, meta analisis merupakan teknik pengembangan
paling baru untuk menolong peneliti menemukan kekonsistenan atau

ketidakkonsistenan dalam pengkajian hasil silang dari hasil penelitian.

Meta-analisis merupakan studi dengan cara menganalisis data yang berasal dari
studi primer. Hasil analisis studi primer dipakai sebagai dasar untuk menerima atau
mendukung hipotesis, menolak/menggugurkan hipotesis yang diajukan oleh
beberapa peneliti(Sugiyanto,2004). Lebih lanjut dikatakan oleh Sutjipto (1995)
bahwa meta-analisis adalah salah satu upaya untuk merangkum berbagai hasil
penelitian secara kuantitatif. Dengan kata lain, meta-analisis sebagai suatu teknik

ditujukan untuk menganalisis kembali hasil-hasil penelitian yang diolah secara
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statistik berdasarkan pengumpulan data primer. Hal ini dilakukan untuk mengkaji
keajegan atau ketidakjegan hasil penelitian yang disebabkan semakin banyaknya
replikasi atau verifikasi penelitian,yang sering kali justru memperbesar terjadinya

variasi hasil penelitian.

Dalam meta analisis semua kajian dengan bukti yang tersedia dihubungkan dengan
pertanyaan penyelidikan yang dilibatkan, tanpa memperhatikan kualitas (ini
merupakan salah satu kelemahan meta analisis). Glass mempertimbangkan
pendekatan tersebut dengan menjelaskan bahwa secara metodologi, kajian
tersebut seringkali melaporkan hasil-hasil yang sama untuk menemukannya di
dalam kajian-kajian yang lebih tegas, dengan mengkombinasikan seluruh hasil

kajian, yakni hasil yang dapat diterima dan yang lebih dapat dipercaya.
Kelebihan meta analysis
e Lebih sedikit subjektivitas dan judgement

@arena merupakan pendekatan kuantitatif, maka banyak mengambil

sampel,sehingga hasil bisa lebih representatif. Hasil akhirnya dinamakan

“effect size”.

e NMeta-analysis memungkinkan mengkombinasikan berbagai macam hasil

penelitian yang telah ada sebelumnya.

e NMetode ini fokus pada pengakumulasian impact dari hasil-hasil yang tidak

signifikan sehingga bisa menghasilkan suatu hasil yang signifikan.

e Metode ini juga dapat menjwab pertanyaan seputar kesenjangan hasil yang

terjadi dari studi yang bermacam-macam.

e Pada penelitian bidang bisnis, Meta-analysis membuat organizational

behaviour yang baik.

Kekurangan meta analysis
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e Karena banyaknya sampel yang diambil, maka kemungkinan akan
terjadi/memiliki sampel —sampel yang bias serta data-data yang tidak perlu

(sampah).

e NMeta-analysis seringkali membuat hasil yang dipublikasikan hanya yang

signifikan saja,sedangkan yang tidak signifikan tidak dipublikasikan.

e NMetode bersifat meng-aggregat-kan serta merata-ratakan sesuatu. Jadi

sesuatu yang berbeda bisa jadi dipandang sama oleh metode ini.
e Metode ini tidak cocok diterapkan bila sampel datanya kecil.
¢ Bisa saja terjadi metodological error.

Penelitian meta analisis ini merupakan penelitian yang menggunakan data
sekunder berupa data-data dari hasil penelitian sebelumnya Dengan demikian
penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian yang bersifat ex post facto yang
berbentuk survey dan analisis kepustakaan terhadap penelitian-penelitian yang

telah dilakukan.
Pendekatarﬁocus Group Discussion (FGD)

Istilah kelompok diskusi terarah atau dikenal sebagai Focus Group Discussion
(FGD) saat ini sangat populer dan banyak digunakan sebagai metode
pengumpulan data dalam penelitian sosial. Pengambilan data kualitatif melalui
FGD dikenal luas karena kelebihannya dalam memberikan kemudahan dan
peluang bagi peneliti untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami

persepsi, sikap, serta pengalaman yang dimiliki oleh responden/pesertanya.

Focus group discussion yang lebih terkenal dengan singkatannya FGD merupakan
salah satu metode riset kualitatif yang paling terkenal selain teknik wawancara.
FGD adalah diskusi terfokus dari suatu group untuk membahas suatu masalah
tertentu, dalam suasana informal dan santai. Jumlah pesertanya bervariasi antara

8-12 orang, dilaksanakan dengan panduan seorang moderator.
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FGD secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu diskusi yang dilakukan
secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah tertentu. Irwanto
(2006:1-2) mendefinisikan FGD adalah suatu proses pengumpulan data dan
informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat

spesifik melalui diskusi kelompok.

Sebagai sebuah metode penelitian, maka FGD adalah sebuah upaya yang
sistematis dalam pengumpulan data dan informasi. Sebagaimana makna dari

Focused Group Discussion, maka terdapat 3 (tiga) kata kunci, yaitu:
e Diskusi —bukan wawancara atau obrolan

e Kelompok—bukan individual

¢ Terfokus —bukan bebas

Dengan demikian, FGD berarti suatu proses pengumpulan data dan informasi yang
sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui

diskusi kelompok.

Dalam pelaksanaan FGD dilakukan dengan cara berdiskusi dengan para nara
sumber di suatu tempat dan dibantu dengan seseorang yang memfasilitatorkan
pembahasan mengenai suatu masalah dalam diskusi tersebut. Orang tersebut

disebut dengan moderator.

Permasalahan yang dibahas dalam FGD sangat spesifik karena untuk memenuhi
tujuan yang sudah jelas. Oleh karena itu, pertanyaan yang disusun dan diajukan
kepada para peserta FGD jelas dan spesifik.Banyak orang berpendapat bahwa FGD
dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Artinya, diskusi yang dilakukan ditujukan
untuk mencapai suatu kesepakatan tertentu mengenai suatu permasalahan yang
dihadapi oleh para peserta. Hasil FGD tidak bisa dipakai untuk melakukan
generalisasi karena FGD memang tidak bertujuan menggambarkan (representasi)
suara masyarakat. Meski demikian, arti penting FGD bukan terletak pada hasil
representasi populasi, tetapi pada kedalaman informasinya. Lewat FGD, peneliti

bisa mengetahui alasan, motivasi, argumentasi atau dasar dari pendapat
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seseorang atau kelompok. Dengan kata lain bahwa hasil FGD tidak bisa dijadikan
patokan dalam mengambil kesimpulan dari hasil penelitian. Hal ini harus
ditambahkan dengan data pendukung lain atau melakukan suvei lanjutan

(kuantitaif)
Persiapan dan Desain Rancangan FGD

Untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat dari jawaban-jawaban yang
diberikan oleh para peserta FGD, diperlukan persiapan dan desain rancangan FGD
yang baik sehingga hasilnya sesuai dengan tujuan serta permasalahan yang telah

disepakati bersama. Adapun persiapan tersebut sebagai berikut:
a. Membentuk Tim

Tim FGD umumnya mencakup: Moderator, Asisten Moderator/co- Pencatat
Proses/Notulen, Penghubung Peserta, Penyedia Logistik, Dokumentasi,

Lain-lain jika diperlukan (tentatif)
b. Memilih dan mengatur tempat
c. Menyiapkan Logistik
Q. Jumlah Peserta

Dalam FGD, jumlah perserta menjadi faktor penting yang harus
dipertimbangkan. Menurut beberapa literatur tentang FGD (lihat misalnya
Sawson, Manderson & Tallo, 1993; Irwanto, 2006; dan Morgan D.L, 1998)
jumlah yang ideal adalah 7 -11 orang, namun ada juga yang menyarankan
jumlah peserta FGD lebih kecil, yaitu 4-7 orang (Koentjoro, 2005: 7) atau 6-8
orang (Krueger & Casey, 2000: 4). Terlalu sedikit tidak memberikan variasi
yang menarik, dan terlalu banyak akan mengurangi kesempatan masing-
masing peserta untuk memberikan sumbangan pikiran yang mendalam.
Jumlah peserta dapat dikurangi atau ditambah tergantung dari tujuan

penelitian dan fasilitas yang ada.

e. Rekruitment Peserta: Homogen atau Heterogen
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f.  Tekait dengan homogenitas atau heterogenitas peserta FGD
g. Menyusun Pertanyaan FGD

h. Pelaksanaan FGD

Pedoman FGD “Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka

Panjang”

Dalam rangka kegiatan pengkajian Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan
Sumber Dana Jangka Panjang pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat , diperlukan kegiatan
konsultasi dengan stakeholders dan oara pakar certempat di DKi Jakarta. Kegiatan

konsultasi akan dilakukan dalam bentuk FGD (Focus Group Discussion).

Tujuan utama dari FGD ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi tentang
situasi dan kondisi existing mekanisme pendanaan jangka panjang yang ada saat

ini. Secara khusus, FGD ini ditujukan untuk mengetahui :

¢ Menemu-kenali secara tepat dan akurat pengelolaan dana jangka Panjang

untuk pembiayaan perumahan.

¢ Memperoleh kondisi eksisting mekanisme pendanaan jangka panjang untuk

pembiayaan perumahan,

e Melakukan singkronisasi dengan stakeholders dan para pakar mengenai

mekanisme pendanaan jangka panjang untuk perumahan

e Memperoleh mapping potensi dan hambatan lainnya yang terkait dengan

Dana Jangka Panjang untuk pembiayaan perumahan.

e Memperoleh data kondisi exsisting mengenai kebijakan pemerintah dalam

sektor perumahan di Indonesia.

¢ Memperoleh data Model dan mekanisme pembiayaan jangka panjang untuk

pembiayaan perumahan
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Hasil yang diharapkan dari kegiatan FGD ini adalah:

e Adanya informasi pengelolaan dana jangka Panjang untuk pembiayaan

perumahan.

¢ Adanya informasi kondisi exsisting mengenai kebijakan pemerintah dalam

sektor perumahan di Indonesia

e Adanya informasi tentang mapping potensi dan hambatan lainnya yang

terkait dengan Dana Jangka Panjang untuk pembiayaan perumahan

e Adanya informasi kondisi eksisting mekanisme pendanaan jangka panjang

untuk pembiayaan perumahan.

e Adanya masukan dan saran dari hasil singkronisasi dengan stakeholders dan

para pakar mengenai mekanisme pendanaan jangka panjang untuk

perumahan.

e Adanya informasi, tentang usulan Model dan mekanisme pembiayaan

jangka panjang untuk pembiayaan perumahan.

Proses FGD difasilitasi oleh seorang tenaga ahli dan Tim perwakilan dari
Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat yang telah ditunjuk yang memiliki pengalaman sejenis dan
terkait dengan Program. Tenaga ahli dan perwakilan setempat mempunyai
tugas utama untuk memandu kelompok diskusi agar proses FGD berjalan

dengan baik.

Dalam konteks kegiatan ini, fasilitator harus sabar dan piawai dalam memandu
peserta FGD agar tetap fokus dalam pembahasan yang sesuai tema yang
ditentukan, yaitu mencari informasi, pendapat dan masukan dari pemangku
kepentingan yang mengerti permasalahan dan alternatif solusi dalam
menunjang tujuan dari kegiatan ini, yaitu dalam kegiatan Penyusunan Materi

Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang.
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Pengorganisasian pelaksanaan FGD

Pelaksanan FGD dilakukan oleh Tenaga akhli bersama perwakilan dari pihak

pemberi pekerjaan. Adapun peserta FGD adalah :

¢ Tim Teknis dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
* Perwakilan Dinas terkait Bidang perumahan di daerah
* Perwakilan dari lembaga Keuangan Bank
* Perwakilan dari Bapetarum
* Perwakilan dari BPJS
e Pakar Pembiayaan Perumahan

* Asosiasi Pengembang Perumahan

FGD diusahakan dapat dilakukan dengan waktu maksimum 2 (dua) jam. Secara
umum, susunan acara FGD seperti tampak pada tabel berikut, namun bisa
dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di lapangan, terutama mengenai pilihan

waktu. Contoh susunan acaranya sebagai berikut:
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Waktu Acara Petugas/Pemandu Durasi
08.00-08.30 Cheking Peserta Koordinator Survey 30
08.30 - 08.35 Pengantar Kegiatan Koordinator Survey/Tenaga Ahli S

FGD
08.35-0840 Pembukaan Setelah dihantarkan Tim, 3

sebaiknya yang memberi
sambutan dari Pihak Pemberi

Kerja

08.40-1040 Proses Diskusi (FGD) | Tenaga Ahli sebagai pemandu 120
FGD

10.40 - 1045 Penutup Koaordinator Survey/Tenaga Ahli <

Langkah-langkah pelaksanaan FGD
a. Persiapan FGD

Fasilitator melakukan koordinasi dengan Tim Teknis/Pemberi Kerja dengan

agenda:
(a) Menjelaskan maksud tujuan rencana FGD
(b) Menjelaskan kriteria dan jumlah peserta FGD

(c) Menyepakati waktu dan tempat FGD; tempat FGD bisa di Kantor
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau tempat lain
yang direkomendasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat. Ruangan yang dimaksud diupayakan yang nyaman.
(d) Menyepakati pengelolaan FGD termasuk perlengkapan dan konsumsi.
(e) Mengkonfirmasi kepastian peserta

(f) Melakukan koordinasi dengan pihak Tim Teknis Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyiapkan ruangan tempat FGD

dengan posisi tempat duduk berbentuk letter U, O, atau segi empat.

(g) Pembagian tugas dengan tim, ada yang pemandu, mencatat proses,
merekam audio video, membuat dokumentasi foto serta membantu

peralatan dan bahan.
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(h) Mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, antara lain :
* Kertas plano / karton manila (4 lembar)
e Lakban (1 strip)
*  Spidol (2 buah)
» Alat rekam (tape recorder) jika ada
e  Pengeras suara (jika ada dan dipandang perlu)
e Instrumen/ Manual Panduan FGD
 Kamera (dokumentasi)

e Kertas dan Pulpen untuk notulen

Daftar hadir peserta
b. Pelaksanaan FGD
(a) Tim menyiapkan tata tertib pelaksanaan FGD
(b) Tim harus datang lebih awal (1 jam) sebelum waktu pelaksanaan FGD.

(c) Tim menyambut kedatangan para peserta dengan senyum dan menyalami

mereka.
(d) Tim mempersilahkan peserta untuk mengisi daftar hadir terlampir.

(e) Tim hendaknya tidak memulai pembicaraan tentang tema FGD kepada

peserta sebelum pembukaan resmi FGD dimulai.

(f) Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan atau aparat yang mewakili
membuka secara resmi acara FGD dan meyerahkan pelaksanaan FGD

pada panitia

(g) Tim menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan FGD kepada para

peserta

(h) Tim menjelaskan teknis pelaksanaan FGD, setelah peserta FGD paham

latar belakang, maksud dan tujuan FGD, sebagai berikut:
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* Tim menyiapkan lembar kertas plano yang bisa di tempel pada papan
tulis yang telah disiapkan. lika tidak ada papan tulis, tempat duduk
peserta FGD bisa diatur berbentuk U menghadap tembok atau papan

yang datar yang bisa digunakan untuk menempel kertas plano.

* Jika ada kertas metaplan (bisa dibuat dari kertas manila dipotong
ukuran 10 x 20 cm), peserta FGD diminta menuliskan gagasan untuk
setiap topik yang didiskusikan, sesuai dengan permintaan pemandu
FGD. Lalu hasil tulisan mereka ditempel pada kertas plano dengan
double tip atau selotip kertas yang digulung kecil-kecil seperti kertas
undian, yang berguna sebagai lem, namun mudah dicopot-copot

untuk dipindahkan, jika ada koreksi.

* Jika tidak ada kertas meta plan peserta diminta pendapatnya lantas

fasilitator menuliskan pendapat peserta FGD.

Panduan Pertanyaan FGD

Sebelum FGD, Tenaga ahli sebagai fasilitator harus mengumpulkan data
dan informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan issue-issue yang
akan digali. Sumber data dan informasi adalah hasil konsultasi dengan tim

teknis dan data sekunder dari lapangan.

Survey (wawancara dan observasi).

Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan berbagai tahap, mulai dari tahap
penyusunan desain studi, pengumpulan data lapangan, tabulasi data, pemilihan
dan pemilahan data, analisis data, dan intrepretasi data serta penyusunan

rekomendasi dan penyusunan laporan.
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3.2.2. JENIS, SUMBER, DAN PENGUMPULAN DATA

Jenis data yang dikumpulkan untuk dianalisis terdiri atas data Primer dan data Skunder.
Sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden
dan melakukan observasi. Sumber data Skunder diperoleh dari hasil studi pustaka,
Review dokumenter, dan data-data dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan,

serta pihak-pihak yang terkait dengan studi ini.
1) Data Primer

Data primer dikumpulkan dengan tiga cara yaitu melalui pendekatan FGD (Focus
Group Discussion) dengan pemangku kepentingan, survey vyaitu melalui
wawancara dengan menggunakan kuesioner, serta pengamatan langsung

(observasi).
2) Data Sekunder

Data skunder yang akan dikumpulkan melalui studi pustaka, Review Dokumenter

dan hasil-hasil kajian sebelumnya.

3.2.3 ANALISIS DAN PENGOLAHAN DATA

Data yang diperoleh dari hasil studi wawancara (data primer) maupun studi pustaka (data
sekunder) tersebut kemudian dilakukan analisis dengan metode deskriptif kualitatif dan
kuantitatif, sehingga diharapkan akan mengungkap berbagai permasalahan yang
dihadapi tersebut secara mendasar. Dengan demikian dapat dijadikan sebagai dasar
dalam Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang Untuk

Pembiayaan Perumahan.

3.3. DESAIN DAN KERANGKA PIKIR PEKERJAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran, kajian pusataka dan metologi pelaksanaan pekerjaan, maka
desain dan kerangka piker Pekerjaan Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber

Dana Jangka Panjang Untuk Pembiayaan Perumahan seperti tertera pada Gambar 3.1.
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Gambar 3.1.
Metode Penyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka Panjang Untuk

Pembiayaan Perumahan
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4.1. LEMBAGA PEMBIAYAAN DANA JANGKA PANJANG PERUMAHAN
4.1.1. BPJS KETENAGAKERJAAN
PROFI IQPJS KETENAGAKERJAAN

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab dan
kewajiban Negara - untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat.
Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara
berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded
social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada

masyarakat pekerja di sektor formal.

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai
dari UU No0.33/1947 jo UU No0.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri
Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No0.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk
usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No0.15/1957 tentang pembentukan

Yayasan Sosial Buruh, PMP No0.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan
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Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara

kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum,
bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu
tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun
1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang
mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti
program ASTEK. Terbit pula PP N0.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara
ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek
sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek
memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja
dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan
penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang

hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan
Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga

dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak
normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat)
program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian
(JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh
tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun

2011.
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Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januri 2014 PT Jamsostek akan
berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformsi
menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya
untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM,

JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pun
terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan
berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan

keluarganya.

Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPIS Ketenagakerjaan
tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga
memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan

kesejahteraan masyarakat Indonesia ok.

4.1.2. BAPERTARUM_PNS
@EIARAH

Rumah sebagai kebutuhan dasar manusia, disamping sandang dan pangan, merupakan
harapan setiap manusia untuk dapat memenuhinya. Dari tiga kebutuhan dasar tersebut,
pemenuhan kebutuhan akan rumah merupakan hal yang paling sulit dijangkau oleh

masyarakat Indonesia pada umumnya dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada khususnya .

Pegawai Negeri Sipil yang jumlahnya hampir mencapai 3,9 juta orang dan tersebar
diseluruh Indonesia tersebut terdiri dari berbagai golongan yaitu mulai dari golongan |
sampai dengan IV, yang berarti juga terdapat perbedaan penghasilan, yang berpengaruh

kepada kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama rumah.
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BAPERTARUM-PNS didirikan berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 1993
tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994.
Yang melatarbelakangi didirikannya BAPERTARUM-PNS, antara lain :

1) Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil untuk

memiliki rumah yang layak.

2) Terbatasnya kemampuan Pegawai Negeri Sipil untuk membayar uangmuka

pembelian rumah dengan fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah atau KPR

3) Tabungan perumahan PNS dapat membentuk dana untuk mengatasi kendala
tersebut yang merupakan kegotong-royongan diantara Pegawai Negeri Sipil

dalam upaya peningkatan kesejahteraan antara Pegawai Negeri Sipil.

Sejak didirikan tahun 1993 BAPERTARUM-PNS telah melakukan beberapa kebijakan dan

upaya yang bertujuan untuk semakin meningkatkan pelayanannya kepada PNS.

VISI DAN MISI BAPERTARUM-PNS
Visi

Menjadi pengelola Taperum-PNS yang bereputasi baik dan dipercaya serta handal dalam

pemupukan dan pengelolaan dana perumahan
Misi
1) Memberikan kemampuan kepada PNS dan kepada masyarakatyang
berpenghasilan tetap dalam pemilikan rumah yang layak melalui bantuan
pembiayaan dari dana tabungan perumahan PNS dan dana perumahan lain dari
masyarakat non PNS, serta bantuan pemerintah dan bantuan fasilitas
pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan, serta

bantuan fasilitas teknis dengan bekerjasama secara kemitraan strategis dengan

pihak terkait dalam pengadaan rumah
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2) Memberikan pelayanan yang terintegrasi dan memuaskan dengan pengelolaan
serta pemupukan dana untuk pembiayaan perumahan yang bernilai bagi PNS dan
masyarakat berpenghasilan tetap, sehingga berkontribusi dalam mendukung

pemerintah memenuhi kebutuhan rumah untuk masyarakat

DASAR HUKUM BAPERTARUM_PNS

e Peraturan Menteri PUPR No0.22 Th.2015 tentang Tentang Fasilitas
Bantuan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil

¢ Keputusan Menteri PUPR No0.289 Th.2015 Tentang Besaran Fasilitas
Bantuan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil

e Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2014 tentang
TBUM Bagi PNS Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun
2014 tentang TBUM Bagi PNS

e Permenpera Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Tambahan Bantuan Uang
Muka dan Bantuan Sebagian Biaya Membangun

¢ Kepmenpera Nomor 1-KPTS-1995 Tentang Perubahan Bantuan Pemilikan
Rumah Bagi PNS

e Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan
Perumahan Pegawai Negeri Sipil Tentang Taperum-PNS

¢ Permenpera No. 15 Th. 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan
Perumahan dengan Dukungan Bantuan FLPP

e Permenpera No. 14 Th. 2010 Tentang Pengadaan Perumahan dengan
Dukungan Bantuan FLPP

e Permenpera No. 03 Th. 2009 Tentang Pemberhentian Bantuan Kepada
Gol IVadan IVb

e Permenpera No. 12 Th 2011 Tentang Tambahan BUM dan BM bagi PNS

e Keppres Nomor 46 Th. 1994 Tentang Perubahan Keppres Nomor 14 Th.
1993 ttg TAPERUM-PNS
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e Permenkeu No. 31 Th. 2011 Tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 36

Th. 2007 ttg Batasan RS, RSS, dst.

LAYANAN BAPERTARUM PNS
Q} Bantuan Uang Muka

Bantuan Uang Muka KPR adalah manfaat yang diberikan dalam rangka memenubhi
sebagian uang muka pembelian rumah yang dilakukan melalui KPR. Besarnya

manfaat yang diberikan dibedakan berdasarkan golongan PNS
Rp. 1,2 juta untuk golongan |
Rp. 1,5 juta untuk golongan i
Rp. 1,8 juta untuk golongan IlI
Persyaratan Pengajuan
e PNS aktif dan belum memanfaatkan layanan Tabungan Perumahan.

e PNS yang telah memiliki masa menabung Tabungan Perumahan minimal 5

tahun.
e PNS yang belum memiliki rumah.

e PNS aktif golongan LI, dan Il dengan akad KPR yang berlaku sejak 1 Januari
2006.

e Tidak dalam Masa Persiapan Pensiun atau 1 tahun sebelum batas usia

pensiun.
Dokumen Persyaratan
e Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG) dan SK Kepangkatan terakhir.
® Fotocopy (lampirkan salah satu dari) :
< Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (dilegalisir penerbit).

<o Surat Alih Debitur (dilegalisir penerbit).
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< Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Negara.(dilegalisir penerbit)
e Fotocopy buku tabungan atas nama pemohon.

e Surat Kuasa Pencairan (Standing Instruction) bagi pengembang yang

mengurus Bantuan Uang Muka KPR.
Prosedur Pengajuan

e Mengisi formulir permohonan (dapat di download dari web Bapertarum-

PNS).
¢ Formulir yang telah diisi, dilampiri dengan dokumen persyaratan.

e Berkas lengkap dikirim langsung atau melalui pos ke alamat : Wisma
Iskandarsyah Blok B2 — B3, Jalan Iskandarsyah Raya Kav. 12-14, Kebayoran

Baru, Jakarta Selatan — 12160.
2) Bantuan Tabungan Perumahan (BTP)

Bantuan Tabungan Perumahan adalah bantuan dana dari hasil pemupukan yang
tidak harus dikembalikan untuk digunakan oleh PNS dalam memenuhi kebutuhan
uang muka pembelian rumah sejahtera melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah
atau kredit/ pembiayaan membangun rumah diatas tanah sendiri, termasuk untuk

biaya-biaya terkait kredit/pembiayaan rumah atau yang dipersyaratkan oleh bank.
Besarnya manfaat Bantuan Tabungan Perumahan Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)
Persyaratan Umum

e PNS aktif golongan |, II, lll, dan IV.

¢ Memiliki masa kerja minimal 5 tahun.

o  Belum memiliki rumah.

e Akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di atas tanggal 25 Mei 2015

¢ Belum memanfaatkan bantuan dari BAPERTARUM-PNS.

e Bukan PNS dilingkungan TNI/POLRI/Kemhan
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PNS Golongan LIl, dan Il harus mengajukan bersamaan dengan produk

Bantuan Uang Muka (BUM)

Dokumen Persyaratan

Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG) dan SK Kepangkatan terakhir.
Fotocopy Perjanjian KPR(dilegalisir penerbit).
Fotocopy buku tabungan atas nama pemohon.

Surat Kuasa Pencairan (Standing Instruction) bagi pengembang yang

mengurus BantuanTabungan Perumahan.

Prosedur Pengajuan di Bank Pelaksana

Mengisi formulir permohonan, melampirkan Fotocopy Karpeg, dan SK

Kepangkatan terakhir.

Dokumen diajukan ke Bank Pelaksana bersamaan dengan pengajuan KPR.
Bank Pelaksana memproses pengajuan Bantuan BAPERTARUM-PNS dan KPR
Bank Pelaksana meminta rekomendasi ke BAPERTARUM-PNS
BAPERTARUM-PNS melakukan verifikasi.

Akad KPR di Bank Pelaksana.

Realisasi di Bank Pelaksana.

Prosedur Pengajuan non Bank Pelaksana

Mengisi formulir permohonan, melampirkan Fotocopy Karpeg, SK
Kepangkatan terakhir, Foto copy Surat Perjanjian KPR dilegalisir oleh Bank

Penerbit, dan Fotocopy Buku Tabungan
Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG) dan SK Kepangkatan terakhir.
Fotocopy Perjanjian KPR(dilegalisir penerbit).

Fotocopy buku tabungan atas nama pemohon.
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e Surat Kuasa Pencairan (Standing Instruction) bagi pengembang vyang

mengurus Bantuan Tabungan Perumahan.
Prosedur Pengajuan di Bank Pelaksana

e Mengisi formulir permnhonan,@nelampirkan Fotocopy Karpeg, dan SK

Kepangkatan terakhir.
¢ Dokumen diajukan ke Bank Pelaksana bersamaan dengan pengajuan KPR.
¢ Bank Pelaksana memproses pengajuan Bantuan BAPERTARUM-PNS dan KPR
¢ Bank Pelaksana meminta rekomendasi ke BAPERTARUM-PNS
o BAPERTARUM-PNS melakukan verifikasi.
¢ Akad KPR di Bank Pelaksana.
o Realisasi di Bank Pelaksana.
Prosedur Pengajuan non Bank Pelaksana

e Mengisi formulir permohonan, melampirkan Fotocopy Karpeg, SK
Kepangkatan terakhir, Foto copy Surat Perjanjian KPR dilegalisir oleh Bank

Penerbit, dan Fotocopy Buku Tabungan

o Berkas lengkap dikirim langsung atau melalui pos ke alamat : BAPERTARUM-
PNS Wisma Iskandarsyah Blok B2 B3, Jalan Iskandarsyah Raya Kav. 12-14,

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
3) Bantuan Sebagian Biaya Membangun Rumah

Sebagian Biaya Membangun Rumah diatas Tanah Sendiri bagi PNS yang memiliki
tanah atas nama yang bersangkutan/pasangan serta belum ada bangunannya dan

akan dibangun rumah.

Besarnya Biaya Membangun yang diberikan untuk masing-masing golongan yaitu :
¢ Rp 1.200.000,- untuk PNS golongan |

¢ Rp 1.500.000,- untuk PNS golongan ||
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¢ Rp 1.800.000,- untuk PNS golongan Il|

Persyaratan Umum
e PNS aktif golongan L,II, dan lli
¢ Memiliki masa kerja paling singkat 5 tahun
¢ Belum pernah menerima dan memanfaatkan layanan TAPERUM-PNS
¢ Belum memiliki rumah

Dokumen Persyaratan Pengajuan BM
o  Mengisi formulir permohonan.
e Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG) dan SK Kepangkatan Terakhir.
e Fotocopy Perjanjian Kredit Membangun Rumah dan dilegalisir Bank Penerbit.
¢ Fotocopy buku tabungan atas nama pemohon.

4) @ambahan Bantuan Membangun (TBM)

Tambahan Bantuan Membangun (TBM) adalah bantuan dana dari BAPERTARUM-
PNS berupa pinjaman lunak yang harus dikembalikan, untuk membantu memenubhi
sebagian biaya membangun rumah dengan fasilitas Kredit Membangun Rumah

(KMR).
Pesyaratan Umum

e PNS aktif golongan |, II, 11, dan IV.

e Memiliki masa kerja minimal 5 tahun.

¢  Belum memiliki rumah.

¢ Belum memanfaatkan bantuan dai BAPERTARUM-PNS.
Ketentuan Umum

¢ PNS berhak memanfaatkan program dengan rincian sebagai berikut :
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< Program TBM bersamaan dengan Program Bantuan Sebagian Biaya

Membangun (BM)
< Program TBM saja.
< Program BM saja.
e Jangka waktu TBM paling lama 15 tahun.

o Dilakukan melalui bank pelaksana yang telah bekerjasama dengan

BAPERTARUM-PNS.

¢ Program layanan TBM dapat digunakan untuk pembangunan rumah baru,

melalui program Fasilitas Kredit Membangun Rumah di Bank Pelaksana.

e Proses pelaksanaan TBM dilakukan bersamaan dengan proses pengajuan

Fasilitas Pembiayaan Pembangunan Rumah.

¢ Rumah harus dibangun diatas lahan milik PNS dan harus terkait dengan

Fasilitas Kredit Membangun Rumah (KMR) di Bank Pelaksana.
Plafond TBM
¢ Tambahan Biaya Membangun Rp 20 Juta
e Suku Bunga Pengembalian :
e Golongan: . 3,25%, II. 6%, IIl. 6%, IV. 7%
Bank Pelaksana
e Bank Tabungan Negara (Bank BTN)

e Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank NTB)

Pengembalian Tabungan

Pengembalian Tabungan @nerupakan pengembalian seluruh iuran Tabungan

Perumahan Pegawai Negeri Sipil, kepada PNS yang berhenti bekerja karena pensiun,
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meninggal dunia atau berhenti bekerja karena sebab-sebab lain, dimana selama

dinas aktif nya belum pernah memanfaatkan bantuan.

Persyaratan

o Mengisi formulir yang kemudian dimintakan rekomendasi oleh pejabat

kepegawaian serta distempel instansi.
* Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG) atau Kartu Identitas Pensiun (KARIP)

e Fotocopy Surat Keputusan Golongan dimulai 1 (satu) tingkat dibawah tahun

1993, SK Perubahan Golongan, dan SK Pensiun.
Tambahan Persyaratan

e Bagi yang pengurusannya diwakilkan : Membawa Surat Kuasa (Asli)

bermaterai dari yang berhak kepada yang diberi hak.

e Bagi yang pensiun sebelum 1 Juli 2003 : Membawa voucher asli pembayaran
pensiun tipe 310 dari PT Taspen yang memperlihatkan perincian pembayaran

Taperum, berikut fotocopynya.
e Bagi yang meninggal dunia :
o Fotocopy KTP ahli waris

o Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Penghentian

Pembayaran gaji (SKPP).
<o Surat Keterangan Kematian dari Camat setempat.
< Surat Keterangan Ahli Waris dari Camat setempat.

¢ Bagi pengajuan di PT.TASPEN : KARPEG, SK Pensiun, Formulir JHT dari Taspen.

Prosedur Pencairan

® PNS yang pensiun atau ahli waris atau yang diberi kuasa, mengambil formulir

Pengembalian Tabungan dikantor Bank BRI atau BKD atau Bagian
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Kepegawaian di Instansi masing-masing atau download di website

Bapertarum-PNS.

e Mengisi formulir Pengembalian Tabungan dan kemudian meminta

rekomendasi serta stempel dari pejabat kepegawaian.

e Formulir Pengembalian Tabungan yang sudah diisi lengkap beserta berkas

kelengkapannya dibawa ke kantor Cabang Bank BRI terdekat.
e Pencairan dana tabungan perumahan PNS dilakukan di kantor Bank BRI.

¢ Pencairan dana tabungan bagi pensiunan TMT 1 Juni 2015 dapat dilakukan di
PT.TASPEN

Perhitungan Dan Besaran luran

e Perhitungan Pengembalian Tabungan merupakan akumulasi dari iuran
tabungan yang dipotong setiap bulannya dari gaji PNS sesuai dengan

golongan, yaitu :
Golongan | : Rp 3.000,-
Golongan Il : Rp 5.000,-
Golongan Il : Rp 7.000,-

Golongan IV : Rp10.000,-

e Perhitungan tersebut dilakukan sejak 1 Januari 1993 sampai dengan yang
bersangkutan berhenti bekerja, yang disebabkan pensiun, meninggal dunia,

atau sebab-sebab lain.
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Laporan Keuangan Bapertarum-PNS

. ;F.. E -
Tanggal 31 Agustus 2014
{Dsdarn Rupiah)
Catatan SJUL AGUSTUS
AKTIVA
Kas dan Solera Kas A 2782,711,803,730 © 2 06 G 194 BB
Lang Muia Al 216,639,000 151,683,500
Piutang Bunga Ceposto & Sus! Besharga Al 49.971, 767 491 49,556 590 086
Phstang Lawn-Lan Ad 257136 200 MEM2 571
Algva Tedap A5 11,585,470 874 11,668,628 679
Alumdas] Penyusulan af 38 (8,465, 252 765)
Mim Tercatat 3.201.850.478 3,200, 375514
Inasiag | Jangis Paryang
Surlf a-mg. G 9,723,490, 442 90,155, T84 B15
R“f'“. F_m;nnm Lang Muks (X 33,BE1 543,901 J9 944 020656
Resdisay Pinjaman Blaya Membangun Ah a0 79,860,650
Rmalisasl Pinjaman Fusuram) Ag 15471512 15.524 B4
Realisas Knedt Konegy ks L]
Realisasi Tambahan Bantuan Usng Muka/Bisys Mambangun AR & 554 547 180 £637 a8n 400
Se Tolal Irwestas) Janga Panjang 148,274 K24, 788 136 833 450, 306
Dana Tenkat Permans At 5855 1652 (24,576 5,545 122 909 508
Akina Tidak Berwujud AR 407751370 4,077 557.370
m.rml'm Penyisatan AR (3,804 820, 487) |3 844 851 5ET)
Nilai Tercatat 273,735,883 252 608 813
Altiva Lain-Lain AS 3.577 463 5N 1577 493 80
TOTAL AKTIVA llm‘d?‘m 8,975,622 785 714
AKTIVA BE
KEWAJIBAN:
Hutang Pajak A1 174 Bt 498 87942714
Liang Lannya A1 141 370,000 200,170,000
Kemetjinan imbalan Fasca Hera A0 4,960,727 488 4 B50,727 458
kran Taparim PNS A0 64557 324 350 €480 416, THE 328
Regigasi Bartuan Uang Muka KPR A1 60,048 427 1300 (B60.275,327,130)
Fastsnnl Ravuan Bimya Membangun A0 (520,206,347 00Dy (B0, 296,347 080
Raalsas w Tabungan A10 {1.230.525 008,130 {1,236,550,362 130|
Subiotal Reatsasi Banluan & Pengembalian Tatungan A0 2210870872 340) 817 230,
Hilal Tercatal 15644 A60 452019 3,563.180,716.088
SUBTOTAL KEWAJIBAN 17, IMH!HIHG
AKTIVA BERSH
Akl Becaih Tidak Terkat
Saias Axtive Beruh Tidak Terika 1,701,208, 388 754 1,728 821421,742
Handedi | Penuroren) Akliva Bersih Tidak Tedkal Ba 74315054 959 24, 761356 927
Alsva Bersih Terikat Tamporer
Saido Aktiva Bersih Terkat Tamporer 257 558 868 24 257,704 BES 545
Kerakan | Penururani Aktiva Bersin Terikat Temparer B2 148,167 926 142554921
Algive Bersih Terikal Permanen
Saido Akliva Bersih Tenknt Permanen 3,300,938 891,554 J3e045252537)
Henakan |Penrunan) Akinae Bersin Terikat Permanan B3 48 553 633, B20 49,569 504 510
SUBTOTAL AKTIVA BERSIH 5332718 813 085 5,407,190,279 524
TOTAL KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH 8,862 835,257 070 8.975,623,789.714

Sumber : Bapertarum-PNS
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-
LAPORAN AKTIVITAS
Tanggal 31 Agusius 2014
(Dalam Fupiah)
Catatan JULI AGUSTUS
PERUBAHAN AKTIVA BERSIM TIDAK TERIKAT
Pendapatan
Jasa Giro B1i 29 648 557 41,204 289
Bunga Deposito < 3 Bulan B1 25,076,058.981 25,371,284 228
Buga Pinjaman Perumnas 81 750,000,000 .
Bunga Sural Berharga B1 678,673,756 839,040 226
Pendapatan Lain-lain B1 14,000,000 -
Jumlah Pendapatan 26 548 381 293 26,251,528, 722
Beban Manajemen
Baban Manajemen dan Umum B 2.009,094,731 1,201 639,639
Berban MMH Aktiva Tetap dan Amonisas: B1 125,170,184 121,735,632
Beban Lain-|gin B1 09 081,380 166,706,524
_..Imiah Beban Manajemen ‘ 2,233, 326,304 1,480, 171,795
Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih Tidak Terikat 24,315,054,569 24,761,356,927
PERUBAHAN AKTIVA BERSIH TERIKAT TEMPORER
Pendapatan
Jasa Gm Pinjaman Ugng Muka B2 132,605,874 132 970 494
Jasa Giro Pingaman Biaya Membangun B2 1184910 118,910
Jasa Giro Rusunami B2 53,108 53,201
Jasa Giro Tambahan BLIM/EM B2 15,420,034 15,412,287
Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih Torikat Temporer 148,197,926 148,554,921
PERUBAHAN AKTIVA BERSIM TERIKAT PERMANEN
Pendapatan
Jasa Giro B3 1,802,796 4,358,833
Ba:lrm Deposito B3 48 551,831,022 - 49,565,145 677
Kenaikan (Penurunan) Aktiva Borsih Torikat Permanen 48,563,633,820 49,569,504 610
TOTAL KENAIKAN (PENURUNAN) AKTIVA BERSIH 73,016,886,734 74,479 416,459
AKTIVA BERSIH AWAL BULAN 5,259,701,926,331 5,332,718,813,085
AKTIVA BERSIH AKHIR BULAN 5,332,718,811,065 5,407 198,229 524

Sumber : Bapertarum-PNS
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LAPORAN ARUS KAS
Tanggal 31 Agustus 2014
(Dalam Rupiah)
JULI AGUETUS
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL
Sumber Dana Utama
luran Taperum-PNS 19,044,720 427 14,815 980 781
luran PNS di Angkasa Pura & Parum Hulog 2418 D00 £, 148,000
Jumilah Sumber Dana Utama 19,047,145,427 14,818,118,761
Penggunaan Dana Utama
Penyaluran Bantuan
Bantuan Uang Muka 213,300,000 225 900 000
Biaya Membangun 3,600,000 .
Pengembalian Tabungan 6,673,606,800 6,133,264 000
Pijaman Uang Muka (180,699,183} (40,684 739)
Tambahan Bantuan Uang Muka/Biaya Membangun (18.272,022) 27 498 9485
Biaya Administras| Penyaluran & Adm. Dan Jasa Pelayanan 354,500,607 83,320,182
Jumiah Penggunaan Dana Utama T.046,126,292 8,420,298 4208
Sumber Dana Tambahan
Jasa Giro Menpera 29 648,557 41,204 269
Bunga Deposito Menpera 24,128,408 219 25,071,380,275
Bunga Pinjaman 750,000.000 -
Bunga Efek Baragun Asel - 2,220.928,049
Pendapatan Laen-lain 14,000,000 -
Jumlah Sumber Dana Tambahan 24,922 ,056,776 27,342,512,593
Penggunaan Dana Tambahan
Baban Manajemen dan Umum 1,038,194 334 1,063,373,687
Baban Lain-lain 98,055,380 166,790,524
Jumlah Panggunaan Dana Tambahan 1,937 2408 723 1,220,164,481
Konalkan (Penurunan) Aliran Kas Dana dari Aktivitas Operasional : 34,985,826 188 34,520 168,465
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penggunaan Dana
Pembesian Aktiva Tatap dan Ak Tidak Berwuud 4,750,000 83,150,000
Amartsasi Efek Beragun Ase Danareksa BTN 02 - {6 567 735 627)
Jumlah Penggunaan Dana 4,750,000 (0,484,585 627)
Kenaikan (Penurunan) Aliran Kas dari Aktivitas Investas) : (4,750,000 9,454 585627
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Sumber Dana
Utang Lainnya 64,950,000 56,600 000
Jumlah Sumber Dana 64,950,000 - 58,800,000
Ponggunaan Dana
Pinjaman ke pihak lain (129,179,160} 76,158,168
Jumlah Penggunaan Dana (129,179,160) 76,158,166
Kenalkan (Penurunan) Aliran Kas dar| Aktivitas Pendanaan : 194,129,160 {17,368,166)
Kenaikan {Penurunan) barsih dalam Kas dan Setara Kas - 35,175,205,348 41,987,395 926
Kas dan Setara Kas pada Awal Bulan - 2,757.516,598,391 2,792,711,803,739
Kas dan Setara Kas pada Akhir Bulan : 2,792.711,803,739 2,836,699,199,666

Sumber : Bapertarum-PNS
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4.1.3. PT TASPEN
Profil PT TASPEN

Qabungan dengan jaminan keuangan di masa pensiun dengan nyaman, sejahtera, untuk
menikmati hari-hari yang indah. TUJUAN Meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri
sipil (PNS) dan keluarganya dengan memberikan jaminan keuangan pada waktu
mencapai usia pensiun atau bagi ahli warisnya (suami/isteri/anak/orang tua) pada waktu
peserta meninggal dunia sebelum usia pensiun. PESERTA PNS ( tidak termasuk PNS di
lingkungan Departemen Hankam) Pejabat Negara Pegawai BUMN / BUMD yang terdaftar
MASA KEPESERTAAN Sejak diangkat sebagai calon pegawai/pegawai tetap/pejabat
Negara. Bagi PNS yang diangkat sebelum 1 Juli 1961 dihitung sejak 1 Juli 1961. Bagi PNS
daerah Propinsi Irian Jaya yang diangkat sebelum 1 Januari 1971, dihitung sejak Januari
1971. Bagi Eks PNS Propinsi Timor Timur yang diangkat sebelum 1 April 1979, dihitung
sejak April 1979. Bagi pegawai BUMN/BUMD/BHMN sesuai dengan perjanjian kerja sama
masing-masing. KEWAIJIBAN PESERTA Membayar iuran 3,25% dari penghasilan sebulan
(gaji pokok + tunjangan anak) setiap bulan berdasarkan Kepres No.8 tahun 1977.
Memberi keterangan data diri pribadi dan keluarganya. Melaporkan perubahan data
penghasilan, kenaikan pangkat/golongan dan perubahan gaji pokok. PROGRAM DAN
PRODUK Mengacu pada ruang lingkup usahanya sebagaimana termaktub dalam
Peraturan Pemerintah Nomor: 25/1981 dan Peraturan Pemerintah Nomor:26/1981 yaitu
sebagi penyelenggara Asuransi Sosial termasuk Asuransi Dana Pensiun dan Tabungan
Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan UMN/BUMD , program dan produk PT
Taspen (Persero) sebagai berikut : Program Pensiun Adalah suatu program yang
dimaksudkan untuk memberikan jaminan hari tua bagi Pegawai Negeri Sipil ketika
memasuki usia pensiun sebagai penghargaan atas jasa-jasa dan pengabdiannya kepada
Negara seperti ditetapkan dalam Undang-undang Nomor:11 Tahun 1969 tentang
pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.
PT Taspen (Persero) menyelenggarakan Program Pembayaran Pensiun bagi Pegawai
Negeri Sipil (PNS) sejak Tahun 1987, dimulai dari Propinsi Bali,Nusa Tenggara Barat (NTB)
dan Nusa Tenggara Timur (NTT), April 1989, wilayah pembayaran pensiun diperluas ke

BAB4-17



LAPORAN AKHIR

Pernyusunan Materi Teknis Pendayagunaan Sumber Dana Jangka
Panjang untuk Pembiayaan Perumahan

Propinsi Sumatera dan pada 1 Januari 1990 cakupan tersebut mencapai wilayah Jawa
dan Madura. Selanjutnya terhitung mulai April 1990 PT Taspen(Persero)
menyelenggarakan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil(PNS) di seluruh Indonesa.
Selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) ,PT Taspen (Persero) juga melakukan pembayaran
pensiun bagi : a. Penerima Pensiun Pejabat Negara b. Penerima Tunjangan Perintis
Kemerdekaan c. Penerima Tunjangan Veteran d. Penerima Pensiun Anggota TNI/POLRI
yang diberhentikan karena pensiun sebelum 1 April 1989 Hak-hak pensiun diberikan
kepada a. Pensiun Sendiri b. Pensiun Janda/Duda c. Pensiun Yatim Piatu d. Pensiun Orang
Tua e. Uang Duka Wafat Kewajiban Peserta Program Pensiun a. Membayar iuran sebesar
4,75% dari penghasilan sebulan yang terdiri dari gaji+tunjangan istri+tunjangan anak
kepada PT Taspen(Persero) sewaktu masih aktif bekerja. b. Menyampaikan laporan
perubahan data peserta dan keluarga Program Tabungan Hari Tua@dalah suatu program
asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta,berupa pembayaran sekaligus
kepada peserta pada waktu mencapai usia pensiun atau kepada ahli warisnya pada
waktu peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun. Bagi peserta yang
berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun atau bukan karena meninggal dunia ,
akan memperoleh pembayaran sekaligus dalam bentuk Nilai Tunai. Disamping itu peserta
Program Asuransi Dwiguna juga akan memperoleh Asuransi Kematian tanpa harus
menambah iuran. Program Asuransi Kematian adalah asuransi seumur hidup bagi
peserta dan istri/suami, serta meruapakan asuransi berjangka bagi anak peserta yang
belum mencapai usia 21 s.d 25 tahun bagi yang belum menikah dan masih
sekolah/kuliah. Peserta Program Tabungan Hari Tua a. Pegawai Negeri Sipil kecuali
Pegawai Negeri Sipil Departemen HANKAM b. Pejabat Negara c. Pegawai BUMN/BUMD
Hak-hak Peserta Program THT: 1. Manfaat THT dibayarkan apabila peserta berhenti
sebagai Pegawai Negeri Sipil karena pensiun atau meninggal dunia 2. Manfaat Nilai Tunai
dibayarkan apabila peserta berhenti/keluar bukan karena pensiun atau meninggal dunia.
3. Manfaat Asuransi Kematian dibayarkan apabila peserta, suami/istri dan anak peserta
meninggal dunia. Kewajiban Peserta Program THT a. Membayar iuran sebesar 3,25% dari
penghasilan sebulan yang terdiri dari gaji+tunjangan istri+tunjangan anak kepada PT

Taspen (Persero) sewaktu masih aktif bekerja. b. Menyampaikan laporan perubahan data
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penghasilan atau perubahan data diri dan keluarga. Asuransi Multiguna Sejahtera
Merupakan pengembangan dari Asuransi Dwiguna dengan penambahan manfaat bagi
peserta berupa Manfaat Berkala, disamping Manfaat THT dan Manfaat Nila Tunai.
Adapun besaran Manfaat Berkala disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan
masing-masing peserta. Program ini diikuti oleh pegawai dari beberapa BUMN/BUMD.
Asuransi Ekaguna Sejahtera Merupakan asuransi yang menawarkan Manfaat THT saja
kepada peserta yang ingin membatasi kewajiban iurannya, program ini juga diikuti oleh
pegawai dari beberapa BUMN;‘BUMD.Qabungan dengan jaminan keuangan di masa
pensiun dengan nyaman, sejahtera, untuk menikmati hari-hari yang indah. TUJUAN
Meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS) dan keluarganya d<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>